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Pada Tindakan Operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar 
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 Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi Muhammad 
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dapat memenuhi ekspektasi dari berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa 
sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah sehingga penulis menyampaikan 
bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh 
karena itu penulis meminta maaf sambil meminta saran dan kritik dari semua 
pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
 Dalam Penyelesaian skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan banyak 
terimakasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Muhammad 
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satunya Mutia Gayatri, yang selalu mendukung dan mendoakan demi terwujudnya 
mimpi saya, serta keluarga saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, sehingga 
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saya dapat menyimpulkan bahwa “Keluarga merupakan Kunci jawaban dari 
segala setiap permasalahan yang dihadapi” . 
 Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 
sehingga pada kesmpatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril 
maupun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, 
terurutama yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Musafir, M.Si, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para 
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senantiasa setia memberikan bimbingan, Koreksi dan Arahan dalam 
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5. Muhammad Rusmin SKM., MARS dan Dr. Muh. Daming K, M.Ag. 
selaku Penguji kompetensi dan Integrasi Keislaman yang telah 
memberikan petunjuk dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini. 
6. Dosen Prodi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan ilmu 
kesehatan UIN Alauddin Makassar yang selama 4 tahun ini telah 
mengajarkan begitu banyak  ilmu pengetahuannya dan bahkan memotivasi 
saya dalam pengembangan diri. 
7. Seluruh Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat Alauddin Makassar yang 
mengajarkan saya untuk berbagi pengalaman dan inspirasi serta terus 
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Triage :Perawatan terhadap pasien yang didasarkan 
pada prioritas pasien (korban bencana) 
bersumber pada penyakit/cidera, tingkat 
keparahan, prognosis dan sumber daya.  
Konsil Kedokteran Indonesia  :Konsil Kedokteran Indonesia atau yang 
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True Emergency :Kondisi yang ditetapkan secara klinis yang 
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TINJAUAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN 
OPERASI DI INSTALASI GAWAT DARURAT  
RSUD HAJI MAKASSAR 
1Septi Aulia Marini, 2M. Fais Satrianegara, 3Habibi 
Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 
Alauddin Makassar 
Septiauliamarini@gmail.com  
ABSTRAK 
Hasil kajian tim manajemen patient safety untuk pelayanan rumah sakit diperoleh 
informasi bahwa pemberian informed consent diberbagai institusi pelayanan 
kesehatan belum dilakukan secara optimal, sedangkan data yang diperoleh dari 
World Health Organization (WHO) jumlah pasien dengan tindakan operasi 
mencapai angka peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun sehingga 
penerepan informed consent sangat diperlukan. Adapun tujuan penelitian ini 
mengetahui tinjauan pelaksanaan informed consent pada tindakan operasi di 
Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 9 orang, 3 orang keluarga 
pasien tindakan operasi status emergency, 2 orang Perawat, 2 orang dokter, 1 
orang penunjang medik dan 1 orang kepala seksi rekam medik. Adapun  teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah indepth interview dan pengolahan data 
dilakukan menggunakan content analysis. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa Tempat dan Pemberian informasi pelaksanaan informed consent dilakukan 
diruangan mana saja yang kondusif dan tidak bising, pelaksanaan persetujuan 
tindakan medis dapat dilakukan setelah tindakan operasi, Isi dan bahasa dalam 
informed consent , pada umumnya dokter menjelaskan dengan menggunakan 
bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga, pelaksanaan 
informed consent memberikan dampak dan harapan kepada pasien dan tenaga 
kesehatan bahwa informed consent memberi rasa aman dalam melakukan tindakan 
medis serta sebagai bentuk rasa percaya pasien terhadap dokter untuk lebih 
mempercayai dan menyerahkan semuanya termasuk harapan untuk kesembuhan 
pasien.  
Kata kunci: Infomed Consent, Tindakan Operasi, Instalasi Gawat Darurat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Secara global pelayanan kesehatan didunia ini sudah menjelma menjadi 
industri jasa kesehatan dimana setiap rumah sakit bertanggung jawab terhadap 
penerima jasa pelayanan kesehatan. Keberadaan dan mutu pelayanan yang 
diberikan ditentukan oleh nilai-nilai dan harapan dari penerima jasa pelayanan, 
disamping itu penekanan pelayanan pada mutu yang tinggi harus dapat dicapai 
dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pemberi pelayanan 
ditekankan untuk menurunkan biaya pelayanan namun mutu  pelayanan  (quality 
assurance) dan kepuasan pasien sebagai konsumen masih tetap menjadi tolak 
ukur utama keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan (Miloney, 2013 
dalam Nurrachmah, 2011). Dalam hal ini maka dituntut sebuah pelayanan yang 
sempurna dalam tatanan pelayanan kesehatan itu sendiri. 
Pelayanan  kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan 
sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan 
memelihara kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan 
penyakit (rehabilitative), yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau 
masyarakat. 
Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 
kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik. Tugas rumah sakit 
adalah  melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna 
dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan 
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secara serasi dan terpadu dengan upaya meningkatkan dan pencegahan serta 
melaksanakan upaya rujukan (Aditama, 2015:6).  
Salah satu aspek pelayanan tindakan prosedural yang sering dilakukan 
dan dirasakan perlu adanya pemberian informasi kepada pasien serta keluarga 
adalah tindakan operatif. Pemberian informed consent diperlukan bukan hanya 
didasarkan pada kewajiban moral yang berkaitan dengan hak asasi individu dan 
tanggung jawab individu atas kesehatannya, tetapi berfungsi melindungi manusia 
agar tidak termanipulasi sebagai objek kepentingan. Bila diperhatikan kasus 
gugatan malpraktik yang mencuat ke permukaan, hampir sebagian besar 
ketidakjelasan disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dan 
pasien ditambah masih rendahnya pengetahuan pasien terhaadap pelaksanaan 
operasi. 
Di kalangan profesi hukum dan kedokteran telah terdapat aturan yang 
memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pasien yang menerima 
pelayanan kesehatan yang didasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak 
rumah sakit melalui seorang dokter. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam 
berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada persetujuan dari pasien atas 
dasar informasi dari dokter di rumah sakit tersebut, atau disebut dengan informed 
consent. 
Informed consent (persetujuan tindakan) merupakan sebagai persetujuan 
ijin dari seorang (pasien) atau keluarganya yang diberikan secara bebas, rasional, 
dan sadar tanpa paksaan (voluntary) tentang tindakan yang akan dilakukan 
terhadapnya sesudah mendapatkan informasi atau penjelasan yang cukup tentang 
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tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (HIPKABI, 2013 :37). 
Berdasarkan Data Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia didapatkan sekitar 
11,6% kasus malpraktek yang ada di Indonesia terkait tindakan operatif, data ini 
merupakan data yang masuk berdasarkan laporan serta keluhan pasien dan 
keluarga, kemungkinan besar realita dilapangan dapat menunjukkan angka yang 
lebih besar (Kusuma dalam Soesimukti, 2013).  
Di Indonesia hasil kajian tim manajemen patient safety untuk pelayanan 
rumah sakit diperoleh informasi bahwa pemberian informed consent diberbagai 
institusi pelayanan kesehatan belum dilakukan secara optimal, sebagian besar 
petugas kesehatan hanya meminta pasien dan keluarga untuk menandatangani 
informed consent tanpa memberikan penjelasan secara rinci, kondisi ini tentunya 
sangat berpengaruh terhadap pengetahuan pasien dan keluarga, pengetahuan yang 
kurang baik dari pasien dan keluarga tentunya berpotensi menimbulkan 
permasalahan jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diingankan (Depkes RI, 
2016).  
Operasi atau pembedahan adalah suatu penanganan medis secara invasif 
yang dilakukan untuk mendiagnosa atau mengobati penyakit, injuri, atau 
deformitas tubuh yang  akan mencederai jaringan yang dapat menimbulkan 
perubahan fisiologis tubuh dan mempengaruhi organ tubuh lainnya. Pembukaan 
bagian tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuka sayatan.  
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran 
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yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang 
ditandatangai oleh yang berhak memberikan persetujuan. 
Jadi informed consent itu dapat dilakukan secara tertulis maupun secara 
lisan. Untuk pelaksanaan informed consent secara lisan dapat dilakukan apabila 
melakukan tindakan medis yang tidak berisiko seperti pemberian terapi obat dan 
pemeriksaan penunjang medis, sedangkan pelaksanaan informed consent secara 
tertulis itu dilakukan jika melakukan tindakan medis yang berisiko seperti 
tindakan pembedahan atau operasi yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga 
yang bersangkutan.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari World Health Organization 
(WHO) jumlah pasien dengan tindakan operasi mencapai angka peningkatan yang 
sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2013 terdapat 140 juta 
pasien di seluruh rumah sakit di dunia, sedangkan pada tahun 2014 data 
mengalami peningkatan sebesar 148 juta jiwa, sedangkan untuk di Indonesia 
sendiri pada tahun 2015 mencapai 1,2 juta jiwa (Sartika,2016). 
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah salah satu rumah sakit 
pemerintah Provinsi Sulsel yang akan menjadi pusat rumah sakit rujukan di 
wilayah selatan Sulsel. Sehingga tingkat kunjungan pasien operasinya secara 
signifikan akan menjadi sangat tinggi serta menjadi tantangan untuk menentukan 
keberlanjutan rumah sakit untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk 
berkompetisi (RSUD Haji Makassar,2016).  
 Berdasarkan data resmi RSUD Haji Makassar pada Tahun 2016 
memiliki kunjungan pasien operasi sebanyak 1117 pertahunnya,dan pada tahun 
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2017 meningkat menjadi 1351 pasien pertahunnya sehingga penerepan informed 
consent sangat diperlukan. Berdasarkan asumsi medik atau hukum. situasi gawat 
darurat dalam hal ini tindakan operasi menimbulkan kewajiban hukum bagi yang 
terkait dalam hal rumah sakit maupun dokter untuk memberikan pertolongan 
terutama dalam rangka menyelamatkan  jiwa seseorang  yang sedang terancam. 
Kewajiban moral dan ikatan dari etika profesi untuk menyelamatkan setiap jiwa 
mengharuskan dan sebenarnya memberikan alasan bagi seorang dokter atau 
rumah sakit untuk bertindak tanpa informed consent  terlebih untuk memberikan 
informasi terkait informed consent. 
Uraian tersebut mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terkait 
Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Pada Tindakan Operasi  di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 2018.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam  latar belakang masalah diatas, dapat 
dirumuskan  pertanyaan  sebagai  berikut : “Bagaimana tinjauan pelaksanaan 
Informed Consent tindakan operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji 
Makassar ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan 
pelaksanaan informed consent terhadap tindakan operasi di Instalasi Gawat 
Darurat RSUD Haji Makassar. 
 
6 
 
 
 
2. Deskripsi fokus  
Fokus penelitian ini terkait untuk mendapatkan informasi tinjauan 
pelaksanaan informed consent dari variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu: 
a. Tempat dan pemberian informasi yang berfokus pada tempat yang kondusif 
serta pemberian informasi penting sebelum dilakukan tindakan operasi yang 
bersifat invasive, diagnostic maupun terapeutik. 
b. Waktu dan persetujuan medis yang berfokus pada waktu dokter memberi 
informasi serta kesiapan pasien atas alasan persetujuan  
c. Isi dan bahasa berfokus pada kelangkapan dan kejelasan isi dan bahasa yang 
mudah dipahami  terdapat pada formulir informed consent. 
d. Dampak dan Harapan yang dirasakan setelah pelaksanaan persetujuan 
tindakan medis. 
D. Kajian Pustsaka  
No Judul penelitian Peneliti/ 
Tahun 
Metode 
Penelitian 
Hasil 
1. Pengalaman pemberian 
informed consent 
tindakan pembedahan 
pada pasien pre 
operatif elektif di ruang 
IIIa  RSU kota 
Tasikmalaya   
Ridwan 
Kustiawan, 
Enggar 
Lesharini, 
2014 
Dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
metode 
porpusive 
sampling untuk 
pasien dan 
incidental 
untuk perawat.  
Hasil dalam 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa semua 
pasien tidak 
menerima semua 
isi penting 
informed concent 
Pasien hanya 
menerima sedikit 
tentang akibat 
dilakukannya 
operasi yaitu 
nyeri. 
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2. Informed consent di 
Instalasi Gawat Darurat 
RSUP Prof. Dr. R. D. 
Kandou Manado 
Christilia 
G. Wagi, 
2016 
Pada penelitian 
ini digunakan 
metode 
kualitatif 
melalui 
wawancara, 
pengamatan 
langsung di 
lapangan, dan  
observasi 
dokumen 
sebagai data 
sekunder 
Hasil penelitian 
mendapatkan 
bahwa informed 
consent di 
Instalasi Gawat 
Darurat masih 
tetap dipakai, 
walaupun pada 
keadaan gawat 
darurat 
persetujuan 
diberikan secara 
lisan baru setelah 
selesai tindakan 
baru dimintakan 
tanda tangan pada 
lembar informed 
consent. 
3. Pelaksanaan Pemberian 
Informasi dan 
Kelengkapan Informed 
Consent di Rumah 
Sakit Umum Daerah 
Bangkinang (RSUD 
Bangkinang) 
Haryani 
Octaria, 
Wen Via 
Trisna. 
2016 
Jenis penelitian 
ini adalah 
kualitatif dan 
kuantitatif. 
Dengan Teknik 
pengumpulan 
data observasi 
dan pedoman 
wawancara 
Pelaksanaan 
pemberian 
informasi 
informed consent 
di RSUD 
Bangkinang sudah 
ada, dimana 
dimulai dari ruang 
perawatan rawat 
inap sampai 
dengan dokter 
memberikan 
informasi sebelum 
melakukan 
tindakan medis 
atau operasi. 
Kelengkapan 
formulir informed 
consent menurut 
rentang nilai 
kualitas pengisian 
8 
 
 
 
data oleh arikunto 
(1992) termasuk 
kedalam kategori 
tidak baik, hal ini 
terlihat pada 
identitas pasien 
persentase 
tertinggi pada 
alamat pasien 14 
(14.6 %) lengkap 
dan  82 (85.4 %) 
tidak lengkap 
4. Implementasi 
Persetujuan Tindakan 
Medis (Informed 
Consent) Pada 
Kegiatan Bakti Sosial 
Kesehatan  Di Rumah 
Sakit Islam Sultan 
Agung Semarang 
Friska 
Realita, 
2016 
Adapun jenis 
penelitian yang 
dilakukan 
adalah metode 
kualitatif 
dengan survey 
yuridis 
sosiologis 
Hasil Penelitian 
menunjukkan 
bahwa Dalam 
pelaksanaan bakti 
sosial kesehatan 
di Rumah sakit 
Islam Sultan 
Agung Semarang 
belum terdapat 
peraturan 
pelaksanaan 
tindakan 
kedokteran 
dibakukan yang 
tertuang dalam  
SOP (Standart 
Oprasional 
Prosedur ). 
5. Tinjauan Pelaksanaan 
Prosedur Informed 
Consent 
Pasien Bedah Ortopedi 
Di Rs Bhayangkara 
Semarang  
Pada Tahun 2013 
 
Diah 
Pratita, 
2013 
 
 
 
Jenis penelitian 
ini adalah 
penelitian 
deskriptif 
dengan 
pendekatan 
cross sectional 
. 
Dari hasil 
penelitian tersebut 
dapat disimpulkan 
bahwa prosedur 
dan kebijakan 
informed consent 
yang ada di RS 
Bhayangkara 
Semarang sudah  
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 Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penilitian sebelumnya, 
yakni penelitian ini melakukan intervensi mengenai tinjauan pelaksanaan 
informed consent terhadap tindakan operasi di RSUD Haji Makassar.  Dengan  
variabel tempat dan pemberian informasi, waktu dan persetujuan, Isi dan bahasa 
serta harapan  pasien setelah pelaksanaan informed consent pada tindakan operasi. 
E. Tujuan Penelitian  
1. Tujuan Umum 
 Mengetahui tinjauan pelaksanaan informed consent pada tindakan operasi di 
Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui tempat dan pemberian informasi pelaksanaan informed consent 
pada tindakan operasi. 
b. Mengetahui waktu dan persetujuan tindakan medis pada tindakan operasi. 
c. Mengetahui isi dan bahasa pelaksanaan informed consent pada tindakan 
operasi. 
d. Mengetahui dampak dan harapan pasien terhadap pelaksanaan informed 
consent pada tindakan operasi. 
 
  memenuhi unsur 
pokok sesuai 
dengan 
Permenkes 
No.585/1989 
tentang 
persetujuan 
tindakan medis.  
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F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat praktis  
Merupakan salah satu sumber informasi dan menambah khasanah ilmu 
pengetahuan bagi instansi agar lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan 
informed consent pada tindakan operasi. 
2. Manfaat Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 
masyarakat dan khususnya dokter sebagai tenaga medis mengenai pelaksanan 
informed consent pada tindakan operasi. 
3. Manfaat Bagi Peneliti  
Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam menambah wawasan 
dan pengetahuan menuju cara berfikir ilmiah dan melakukan penelitian terkait 
pengaruh informed consent terhadap tindakan operasi serta sebagai wadah 
dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses 
perkuliahan khususnya pada manajemen administrasi Rumah Sakit. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Informed Consent 
1. Pengertian Informed Consent 
Informed consent terdiri dari dua kata yaitu Informed dan Consent 
berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan atau informasi, sedangkan 
consent berarti persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi. 
Dengan demikian informed Consent dapat di definisikan sebagai pernyataan 
pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana 
tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi 
yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.Persetujuan 
tindakan yang akan dilakukan oleh dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur 
pemaksaan. 
Istilah bahasa Indonesia informed consent diterjemahkan sebagai 
persetujuan tindakan medis yang terdiri dari dua suku kata Bahasa Inggris yaitu 
inform yang bermakna informasi dan consent  yang berarti persetujuan. 
Sehingga secara umum informed consent dapat diartikan sebagai persetujuan 
yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter atas suatu tindakan medik 
yang akan dilakukan, setelah mendapatkan informasi yang jelas akan tindakan 
tersebut.  
Menurut Permenkes No.585/Menkes/Per/IX/1989 informed consent 
(persetujuan tindakan medik) adalah persetujuan yang diberikan pasien atau 
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keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan 
dilakukan terhadap pasien tersebut. 
Istilah Informed Consent dapat berarti juga “suatu kesepakatan atau 
persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap 
dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang 
dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala 
risiko yang mungkin terjadi (D. Veronika Komalawati, SH, 2014). 
Persetujuan tindakan/informed consent adalah kesepakatan yang 
dibuat seorang klien untuk menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah 
informasi yang lengkap, termasuk risiko terapi dan fakta yang berkaitan 
dengan terapi tersebut, telah diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, persetujuan 
tindakan adalah pertukaran antara klien dan dokter. Biasanya, klien 
menandatangani formulir yang disediakan oleh institusi. Formulir itu adalah 
suatu catatan mengenai persetujuan tindakan, bukan persetujuan tindakan itu 
sendiri. 
Saat ini informed consent menjadi aspek penting dalam hubungan 
antara pasien dan dokter. Proses penyampaian informed consent semesetinya 
mencakup 5 hal utama yaitu : keikutsertaan, kapasitas, kerahasiaan, 
kesepahaman dan pengambilan keputusan. Informasi yang memadai kepada 
pasien maupun keluarga akan memberikan kesepahaman sehingga dalam 
melakukan keputusan tindakan medis tidak lagi dikeluhkan oleh pasien 
maupun keluarga.  
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Meski tidak semua pasien menghendaki penjelasan yang jelas, akurat 
dan lengkap dalam perawatan, namun saat ini makna langkah penjelasan sangat 
vital. Manfaatnya adalah mencegah terlantarnya pasien karena banyaknya 
pasien. Bagi dokter sendiri adanya informed consent akan meminimalisasi 
kemungkinan seorang dokter terlena tuntutan pasien akibat tindakan medis 
tanpa persetujuan (Winarti, 2013). 
Karena informed consent  pada dasarnya adalah penyampaian 
informasi, maka proses ini tidak boleh hanya sekedar menjadi formulir 
persetujuan saja, formulir hanya pengukuhan atau pendokumentasian 
kesepakatan antara dokter dan pasien. Jadi, proses persetujuan hanya bagian 
dari keseluruhan proses. Penyampaian informasi merupakan bagian terpenting 
dalam informed consent dan proses medis secara umum.  
Indonesia menyebut informed consent  sebagai persetujuan tindakan 
kedokteran. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
Tentang “Praktik Kedokteran”. Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa persetujuan 
pasien merupakan kewajiban dari setiap tindakan yang diambil (ayat 1). Pada 
ayat 2 dipasal yang sama dijelakan bahwa persetujuan diberikan setelah pasien 
mendapatkan penjelasan yang lengkap.  
Secara khusus tindakan kedokteran diatur dalam Permenkes RI Nomor 
290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam hal ini pada 
pasal (1) persetujuan tindakan kedokteran didefinisikan sebagai persetujuan 
yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan 
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penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi 
yang akan dilakukan terhadap pasien.  
Allah swt berfirman dalam QS Hud/11: 85. 
... Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }¨ $ ¨Ζ9 $# öΝèδ u !$u‹ ô© r& Ÿωuρ (# öθ sW÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{ $# tÏ‰Å¡ øãΒ ∩∇∈∪    
Terjemahnya : 
 “ Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka 
dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat 
kerusakan”. 
Secara umum ayat ini menjelaskan larangan merugikan atas hak dari 
salah satu pihak dan agar tidak membuat kerusakan dan kejahatan di bumi. 
Kaitannya dengan informed consent yaitu pada proses pelaksanaan informed 
consent sebelum dokter melakukan tindakan operasi terlebih dahulu 
menjelaskan dan meminta persetujuan dari pihak pasien maupun keluarga 
pasien baik secara lisan maupun tulisan sehingga diantara keduanya tidak ada 
yang merasa dirugikan dan keduanya memenuhi hak-hak atas mereka. 
Proses pelaksanaan informed consent diawali dari pemberian informasi 
oleh dokter yang bertanggung jawab kepada pasien/keluarganya, dokter 
menandatangani dokumen tersebut dengan mencantumkan tanggal dan waktu, 
serta persetujuan atau penolakan oleh pasien/keluarganya. Jika 
pasien/keluarganya telah setuju dengan membubuhkan tanda tangan dan 
mencatat tanggal dan waktunya, kemudian diikuti para saksi. Proses pemberian 
informasi dilaksanakan pada tempat yang nyaman, tenang, dan disaksikan oleh 
keluarga pasien dan perawat yang turut merawatnya.  
 
15 
 
2. Bentuk Informed Consent  
Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan 
medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk 
melakukan tindakan medisdibedakan menjadi dua yaitu : 
a. Informed consent yang dinyatakan secara tegas 
1) Informed consent yang dinyatakan secara lisan, yaitu apabila tindakan 
medis itu berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan 
terapi medis, sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko 
misalnya pembedahan, informed consent dilakukan secara tertulis dan 
ditanda tangani oleh pasien. 
2) Informed consent yang dinyatakan secara tertulis yaitu bentuk yang paling 
tidak diragukan. Namun, jika dilakukan dengan cara lisan juga sah, kecuali 
jika ada syarat hukum tertentu yang menuntut informed consent tertulis 
untuk prosedur tertentu.  
3) Informed consent yang dinyatakan dengan isyarat yaitu dilakukan dengan 
melalui syarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan 
darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui 
tindakan yang akan dilakukan.  
b. Informed consent yang dinyatakan secara diam-diam atau tersirat. 
Informed consent juga dianggap ada, hal ini dapat tersirat ada gerakan 
pasien yang diyakini oleh dokter. Dengan anggukan kepala, maka dokter 
dapat menangkap isyarat tersebut sebagai tanda setuju. Dapat dikatakan 
bahwa pasien membiarkan dokter untuk memeriksa bagian tubuhnya, dengan 
16 
 
pasien membiarkan/menerima dan tidak menolak maka dokter menganggap 
hal ini sebagai suatu persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan guna 
mendapatkan terapi dari penyakitnya. Demikian pula hal ini persetujuan 
tindakan medis yang dilakukan oleh pasien jika pasien telah menyetujui 
ataupun tidak bertanya lebih lanjut tentang informasi dokter, dianggap telah 
mengetahui penjelasan dokter. 
Diantara bentuk-bentuk informed consent antara lain persetujuan efektif 
yang mencakup : 
1) Persetujuan ekspresif, yaitu apabila secara faktual pasien mau menjalani 
suatu prosedur medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.  
2) Persetujuan non ekspresif, yaitu apabila berdasarkan sikap dan tindakan 
pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien yang bersangkutan 
memberikan persetujuannya.  
Menurut Departmen Kesehatan (2016) menjelaskan bahwa persetujuan 
medik memiliki dua bentuk yaitu : 
1) Implied consent (dianggap diberikan), umumnya diberikan dalam keadaan 
normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis 
tersebut dari isyarat yang dilakukan (diberikan pasien). Misalnya bila 
dokter mengatakan akan menginjeksi pasien, pasien menyingsingkan 
lengan baju atau menurunkan celananya. Tapi ada implied consent bentuk 
lain yaitu bila pasien dalam keadaan gawat darurat (emergency) sedang 
dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan 
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tidak dapat memberikan persetujuan sedangkan kelurganya pun tidak dapat 
memberikan persetujuan serta tidak ditempat. 
2) Ekspress consent (Dinyatakan), dinyatakan secara lisan dan dapat 
dinyatakan secara tertulis.  
Berdasarkan bentuk informed consent diatas, untuk melakukan suatu 
tindakan persetujuan medik tidak semata-mata penandatanganan tapi harus 
berdasarkan keridhoan atau kerelaan dari kedua pihak, dalam hal 
keridhoannya dan kerelaan antara pasien atau keluarga pasien maupun dokter, 
sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah swt dalam QS al-Nisaa/4:29 
$ yγ •ƒ r'¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθè=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ÷t/ È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $ Î/ Hω Î) βr& šχθä3s? 
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Terjemahnya: 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
Berdasarkan pada ayat tersebut bahwa dalam melaksanakan 
perdagangan/muamalah dalam hal ini persetujuan harus ada unsur keridhoan 
dan kerelaan dari kedua belah pihak sehingga terdapat hak dan kewajiban 
dalam hal ini hak antara pasien dan dokter serta tidak boleh terjadi transaksi 
kecuali atas persetujuan rela sama rela dengan dan tau tanpa paksaan antara 
kedua belah pihak.  
Pernyataan informed consent di Rumah Sakit antara pasien atau wali 
pasien dengan dokter yang melakukan tindakan medis, dalam akad 
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perjanjiannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama 
yang telah tertuang dalam informed consent secara tertulis, didalamnya 
terdapat pasal-pasal yang merupakan syarat-syarat dalam perjanjian ini. Surat 
persetujuan ini memenuhi hukum perjanjian, yaitu dua pihak yang berakad 
untuk memperoleh keuntungan masing-masing.  
3. Fungsi Informed Consent  
a. Fungsi informed consent bagi pasien adalah sebagai berikut:  
1) Sebagai dasar atau landasan persetujuan (consent) yang akan di berikan 
kepada dokter. 
2) Perlindungan atas hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri. 
3) Melindungi dan menjamin pelaksanaan hak pasien yaitu untuk 
menentukan apa yang harus dilakukan terhadap tubuhnya yang dianggap 
lebih penting daripada pemulihan.  
b. Fungsi informed consent bagi dokter: 
1) Membantu lancarnya tindakan kedokteran secara hukum dari segala 
tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. 
2) Mengurangi akibat timbulnya komplikasi 
3) Mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan penyakit 
4) Meningkatkan mutu pelayanan. 
5) Memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana tindakan medis dari 
tuntutan yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tidak terduga. 
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4. Tujuan Informed Consent  
a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medik yang dilakukan tanpa 
sepengetahuan pasien. 
b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tak 
terduga dan bersifat negatif. 
5. Prosedur Pelaksanaan Informed Consent 
a. Tujuan dari informed consent mendapat informasi yang cukup untuk dapat 
mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan. Hak pasien untuk 
menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah 
menerima semua informasi yang diperlukan sehingga pasien dapat 
mengambil keputusan yang tepat 
b. Dokter memiliki kewajiban untuk memberitahukan pasien mengenai kondisi, 
diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, risiko, 
alternatif, prognosis, dan harapan. Dokter seharusnya tidak mengurangi 
materi atau memaksa pasien untuk segera memberi keputusan. 
c. Tidak semua pasien boleh memberikan pernyataan, baik setuju maupun tidak 
setuju. Pasien tersebut harus sudah dewasa, secara umum menggunakan batas 
21 tahun, pasien yang dibawah batas umur tetapi sudah menikah, pasien 
dalam keadaan sadar, dapat diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar dan 
dalam keadaan sehat akal. 
d. Bentuk persetujuan harus berdasarkan semua elemen dari informed consent 
yang benar yaitu pengetahuan dan kompetensi. Beberapa rumah sakit dan 
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dokter telah mengembangkan bentuk persetujuan yang merangkum semua 
informasi dan juga rekaman permanen, biasanya dalam rekam medis pasien. 
e. Pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang 
diterimanya apabila informasi yang diberikan dirasakan belum jelas dan 
berhak menolak rencana tindakan medis karena suatu alasan tertentu dari 
informasi yang diterima pasien. 
f. Semua informasi sudah harus diterima pasien sebelum rencana tindakan 
medis dilaksankan. Pemberian informasi ini selayaknya bersifat obyektif, 
tidak memihak, dan tanpa tekanan, setelah menerima semua informasi 
seharusnya pasien diberi waktu untuk berfikir dan memutuskan 
pertimbangannya.  
g. Proses pemberian informasi dan permintaan persetujuan tindakan medis bisa 
saja tidak dilaksanakan oleh dokter apabila situasi pasien dalam kondisi 
gawat darurat.dalam kondisi ini,dokter akan mendahulukan tindakan dalam 
penyelamatan nyawa pasien namun prosedur penyelamatan nyawa pasien 
tetap harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan disertai 
profesionalisme yang tinggi. 
6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Informed Consent  
a. Tanggung jawab Dokter 
Dihubungkan dengan masalah informed consent, maka tanggung jawab 
dokter maupun perawat dapat dibedakan atas dua macam yaitu tanggung 
jawab hukum dan tanggung profesi atau etik : 
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1) Tanggung jawab Etik 
Landasan etik yang terkuat dalam hal informed Consent adalah keharusan 
bagi dokter untuk menghormati kemandirian (otonomi) pasien 
2) Tanggung jawab Hukum 
Secara eksplisit telah ditegakkan dalam Permenkes No. 
585/Menkes/IT/1989 pasal 12 (1) yang menyatakan bahwa dokter 
bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan 
tindakan medik. Dan yang memungkinkan terjadinya pendelegasian 
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : delegasi tidak boleh 
diberikan sepanjang mengenai diagnosa, indikasi medik dan terapi. Dokter 
harus mempunyai keyakinan tentang kemampuan dari orang yang 
menerima delegasi darinya 
b. Tanggung jawab perawat 
Peran perawat cukup besar dalam pelaksanaan informed Consent. 
Untuk persoalan tanggung jawab dapat dibedakan atas : 
1) Perawat yang bekerja untuk mendapatkan gaji dari dokter. 
2) Perawat yang bekerja untuk dan digaji oleh rumah sakit dan diperbantukan 
pada dokter. 
Untuk perawat yang bekerja dan digaji oleh seorang dokter maka pada 
umumnya dokterlah yang bertanggung jawab terhadap tindakan perawat yang 
di lakukan atas perintah dokter, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1367 
KUHP, akan tetapi apabila perawat melakukan suatu tindakan medik yang 
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tidak sesuai dengan ijazah yang ia miliki perawat itu sendiri harus 
bertanggung jawab. 
Seorang dokter juga dapat melepaskan diri dari apa yang dilakukan oleh 
perawat, apabila ia dapat membuktikan terjadinya hal itu bukan karena 
kesalahannya, tetapi karena kesalahan dari perawat itu sendiri. Hal ini 
menunjukkan kemandirian perawat untuk bertanggung jawab. 
Selanjutnya untuk peran perawat dalam pelaksanaan informed consent 
sebagai saksi (Keputusan Departmen Kesehatan, 2016). Artinya dia 
menyaksikan bahwa dokter telah memberikan penjelasan kepada pada pasien 
yang akan dilakukan tindakan tersebut.  
Pada hakikatnya tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan 
bagaimana kita beraksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggung jawab 
untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan 
sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan 
kerjasama dan mampu menanggung segala risiko dan segala sesuatunya baik 
dari perkataan, perbuatan dan sikap (Hawari, 2014).  
Secara islam makna tanggung jawab berkaitan erat dengan balasan. Dan 
balasan itu berupa pahala dan atau siksa yang bergantung pada amal yang 
dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang memikul tanggung jawab 
dihadapan Allah Swt. Tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang 
terlebas dari tanggung jawab islam, kecuali bagi mereka yang belum mukalaf 
(belum baligh atau tidak berakal). Karena ia tidak memenuhi syarat taklif 
seperti akal, baligh dan kemampuan. Sedangkan selama seorang muslim 
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masih mukalaf, maka ia mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan 
dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, berjihad atau 
meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal islam ia mampu. 
Setiap perbuatan manusia didunia ini ada pertanggung jawabannya karena 
Allah Swt menciptakan manusia tidak dalam keadaan sia-sia. Allah berfirman 
dalam QS al-Zilzalah/99: 7-8 yang berbunyi : 
 yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ ø‹yz …çνt tƒ ∩∠∪   tΒ uρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ # v x© …çνt tƒ ∩∇∪     
Terjemahnya:  
“ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. ∩∠∪ dan Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat 
(balasan)nya pula. ∩∇∪ 
Ayat Al-Quran diatas menjelaskan kepada kita bahwa manusia 
mempunyai tanggung jawab dihadapan Allah swt atas apa yang ia perbuat 
didunia, yang baik maupun yang buruk. Perasaan seperti ini yang akan 
membangkitkan dalam dirinya perasaan bertanggung jawab.  
Adapun keterkaitan hadits diatas dengan penanggung jawab pelaksana 
informed consent  dalam hal ini adalah tanggung jawab seorang dokter, 
perawat maupun secara hukum bahwa pada hakekatnya semua manusia itu 
adalah pemimpin. Dengan demikian, semua orang mempertanggung 
jawabkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi apapun 
kedudukan kita didunia dan apapun jabatan kita didunia tidak lepas dari yang 
namanya tanggung jawab baik itu tanggung jawab kita didunia terlebih 
tanggung jawab kita diakhirat. 
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7. Tempat dan Pemberian informasi 
Bagian terpenting dari informed consent adalah mengenai informasi 
atau penjelasan yang perlu disampaikan kepada pasien atau keluarga, yaitu 
informasi mengenai apa (what) yang perlu disampaikan, kapan disampaikan 
(when), siapa yang harus menyampaikan (who), dan informasi yang mana 
(which) yang perlu disampaikan. 
Dalam Permenkes No.585 Tahun 1989 tentang informed consent, 
dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan 
kepada pasien/keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus 
disampaikan. Informasi harus diberikan sebelum dilakukan tindakan operasi 
yang bersifat invasif, baik yang berupa diagnostik maupun terapeutik. 
Penyampaian informasi haruslah secara lisan. Penyampaian formulir 
untuk ditanda tangani pasien atau keluarga tanpa penjelasan dan pembahasan 
secara lisan dengan pasien atau keluarga tidaklah memenuhi syarat. Informasi 
medis diberikan di ruang dokter  atau ruangan lain yang kondusif, artinya 
tidak terganggu oleh pihak lain, sehingga informasi medis dapat diterima 
dengan baik. 
Menurut Guwandi dalam Veronika Komalawati, informasi yang harus 
diberikan sebelum dilakukan tindakan operasi oleh dokter kepada pasien atau 
keluarga adalah yang berkenan dengan : 
a. Tindakan operasi yang hendak dilakukan 
b. Manfaat dilakukan operasi tersebut. 
c. Risiko apa yang melekat pada operasi tersebut. 
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d. Alternatif lain apa yang ada (ini kalau memang ada dan mungkin untuk 
dilakukan). 
e. Akibat jika operasi tidak dilakukan. 
Dokter anastesi secara umum juga diwajibkan untuk memberikan 
informasi dan memeriksa pasiennya. Karena pemberian anastesi itu sendiri 
juga sudah melekat pada suatu risiko yang berakibat fatal (anafilatik shock). 
Memberikan informasi tidak dapat didelegasikan , misal kepada perawat. 
Karena yang bertanggung jawab adalah dokter itu sendiri, bukanlah tugas 
seorang perawat untuk memberikan informasi, bahkan ia dapat dipersalahkan 
telah mencampuri hal-hal yang terletak diluar bidang perawatan. Tugas 
seorang perawat dalam kaitannya dengan informed consent adalah 
memeriksa, mengecek sebelum operasi dilakukan, apakah sudah ada formulir 
informed consent yang dibubuhi tanda tangan pasien, serta perawat juga 
sebagai saksi bahwa pasien menandatangani formulir tersebut.  
8. Waktu dan Persetujuan Medis 
Inti dari persetujuan adalah persetujuan harus didapat sesudah pasien 
mendapat informasi yang adekuat. Yang harus diperhatikan adalah bahwa 
yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa 
penuh (25-50 Tahun) dan dalam keadaan sehat mental (WHO). 
Dalam Informed consent yang ada selama ini, penandatanganan 
persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. Hal ini mungkin 
berkaitan dengan kesangsian terhadap kesiapan mental pasien, sehingga 
beban demikian diambil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan lainnya. 
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Untuk pasien umur dibawah 25 tahun , dan pasien penderita gangguan 
jiwa yang menandatangani orang tua/wali/atau keluarga terdekat. Untuk 
pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didampingi oleh 
keluarga terdekat dan secara medik berada dalam kedaan gawat darurat yang 
memerlukan tindakan medik segera , maka tidak diperlukan persetujuan dari 
siapapun (Permenkes No.585 Tahun 1989 Pasal 11). 
Adapun waktu persetujuan berdasarkan Kep.Dir.Yanmedis 
HK.00.06.3.5.1866/1999, mengharuskan, pasien sudah memberi persetujuan 
paling lambat 24 jam. Maknanya (dalam keadaan normal) informasi medis 
seharusnya lebih dari 24 jam (minimal 36 jam sebelum jadwal tindakan), 
dengan demikian sebelum 24 jam pasien masih mempunyai waktu berfikir 12 
jam.  
Sedangkan dalam keadaan gawat darurat, sebuah fasilitas pelayanan 
kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta diwajibkan memberikan 
pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan 
kecacatan. Kewajiban moral dan ikatan dari etika profesi untuk 
menyelamatkan setiap jiwa mengharuskan dan sebenarnya memberikan 
alasan bagi seorang dokter untuk bertindak tanpa informed consent. 
9. Perkembangan Informed Consent 
Dahulu kala pada zaman Yunani dan Romawi kuno para dokter 
memperoleh persetujuan (consent) dari para pasien berdasarkan tujuan murni 
terapeutik, seperti untuk dilakukannya suatu tindakan medik/operasi dokter 
harus mendapatkan consent dari pasien namun juga harus diberikan informasi 
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terlebih dahulu, sehingga sekarang timbul penambahan istilah consent 
menjadi informed consent adalah communication process, bukan suatu 
formulir. Formulir itu hanya merupakan pengukuhan apa yang sudah 
disepakati bersama terlebih dahulu sewaktu pasien diperiksa dan dimana 
terdapat dialog anatara dokter dan pasien.  
Di zaman modern kini konsep informed consent memperoleh suatu 
dasar legal, karena pengadilan makin lama makin kuat pengakuannya 
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memutuskan apa yang hendak 
dilakukan terhadap dirinya. Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit 
mempunyai hak utama untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap 
tubuhnya. Berdasarkan hak itu maka setiap pasien mempunyai hak untuk 
mengetahui prosedur perawatan bagaimana yang akan dialaminya, termasuk 
risiko yang yang akan dtimbulkan dari metode perawatan dan pengobatan 
tertentu.  
Seorang dokter Yunani yaitu Hippocrates menganjurkan untuk 
mengalihkan perhatian pasien terhadap apa yang sedang dilakukan 
terhadapnya dan jangan mengungkapkan apapun tentang keadaan pasien baik 
itu sekarang maupun dikemudian hari. Dengan perubahan zaman maka 
anjuran Hippocrates ini tidak dapat dipertahankan lagi. Banyak timbul teori 
baru yang berkaitan dengan informed  consent. Ide ini berintikan pendapat 
bahwa keputusan yang menyangkut pelayanan kesehatan terhadap pasien, 
harus dilakukan berdasarkan cara kolaboratif (kerjasama untuk mencapai 
kesepakatan) antara pasien dan dokternya. Konsep ini juga menekankan 
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bahwa dokter juga harus bersedia untuk memulai mengadakan diskusi dengan 
pasien tentang pilihan tindakan terapeutik yang ada dan memberikan 
informasi terkait tindakan terapeutik tersebut.  
Formulir informed consent lebih sering dipergunakan untuk mendapat 
persetujuan dilakukannya tindakan operasi atau tindakan invasif yang 
biasanya mempunyai risiko dibandingkan tindakan yang tidak invasif seperti 
menyuntik. Dulu formulir informed consent sering disebut dengan surat izin 
operasi (SIO). Bila dokter telah memberikan informasi atau menjelaskan 
menegnai segala sesuatu yang menyangkut tindakan operasi yang diusulkan 
dan menjelaskan urgensi untuk dilakukan tindakan operasi, apa yang 
mungkin terjadi apabila tidak dilakukan, risiko apa saja yang melekat pada 
suatu tindakan operasi, apa ada alternatif lain dan sebagainya dan jika pasien 
setuju dengan usul terapi yang dianjurkan dokter maka pasien diminta untuk 
menandatangani formulir yang menyatakan persetujuan untuk dilakukan 
tindakan operasi. Formulir ini merupakan suatu bukti bahwa pasien telah 
memberikan consentnya atau sebagai pengukuhan yang telah disepakati dan 
tanda bukti ini disimpan didalam rekam medik. Dan dapat dipakai sebagai 
tanda bukti jika kelak pasien atau keluarga menuntut dan menyangkal telah 
memberikan informed consent. 
Perkembangan informed consent di Indonesia tidak lepas dari 
perkembangan masalah serupa di Negara lain. Declaration of Lisbon (1981) 
dan Patient Bill Of Right (American Hospital Association, 1972) pada intinya 
menyatakan bahwa pasien mempunyai hak menerima dan menolak 
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penhobatan dan hak menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan 
persetujuan atas tindakan medis. Hal ini berkaitan dengan hak menentukan 
diri sendiri (the right to self determination) sebagai dasar hak asasi manusia 
dan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyakitnya 
dan tindakan maupun alternatif tindakan yang akan dilakukan kepadanya, dari 
sudut pandang inilah informed consent  sebetulnya dapat dilihat sebagai 
penghormatan kalangan tenaga kesehatan terhadap hak otonomi pasien. Lebih 
jauh hal ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau 
paksaan dari pandangan lain dapat pula dikatakan bahwa informed consent 
merupakan pembatasan otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien.  
Saat ini juga formulir informed consent yang ditandatangani oleh pasien 
atau keluarganya dianggap sebagai keharusan legalistis formil administratif 
belaka. Belum ada dalam arti material sebenarnya. Namun anggapan ini mau 
tidak mau harus ditinggalkan. Dokter harus memulai mempraktekan 
sebagaimana ditentukan dalam Permenkes. 
Di Indonesia masalah informed consent sudah diatur dalam Permenkes 
No.585 Tahun 1989. Memang pelaksanaannya belum sebagaimana mestinya, 
masih dihadapi banyak kendala yang menyangkut bidang sosial budaya dan 
kebiasaan. Indonesia perlu membenahi masalah informed consent ini. Pada 
intinya semua menyatakan bahwa pasien mempunyai hak menerima dan 
menolak pengobatan dan hak untuk menerima informasi dari dokternya 
sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medik.  
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Hukum kedokteran diluar negeri sudah mengalami perkembangan 
pesat, termasuk juga informed consent, jika tidak sejak sekarang mulai 
menerapkannya, maka akan semakin sukar untuk mengejar ketinggalan 
tersebut.  
10. Peraturan informed consent 
Sesuai dengan surat keputusan Permenkes 585/Men.Kes/Per/IX/1989, 
tentang informed consent inti dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut :  
a. Harus mendapat persetujuan pasien untuk melakukan semua tindakan medic 
baik secara tertulis maupun lisan, setelah mendapatkan informasi yang 
adekuat dan informasi yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat 
pendidikan serta situasi dan kondisi pasien. 
b. Setiap tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus dengan 
persetujuan tertulis. 
c. Informasi tentang tindakan medik/operasi harus diberikan oleh dokter yang 
akan melakukan operasi baik yang diminta maupun tidak diminta, informasi 
tersebut harus lengkap selengkapnya kecuali bila dokter menilai bahwa 
informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien 
menolak diberikan informasi dan informasi tersebut dapat diberikan kepada 
keluarga dekat.  
d. Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang telah berumur 21 tahun atau 
sudah menikah dalam keadaan sadar atau sehat mental. 
e. Pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua/wali dan atau 
berhalangan , persetujuan diberikan oleh keluarga. 
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f. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan, persetujuan diberikan 
oleh wali dan bagi pasien dewasa menderita gangguan mental, persetujuan 
diberikan oleh orang tua/wali. 
g. Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan 
tindakan medik, juga rumah sakit/klinik yang bersangkutan.  
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis 
(dokter, dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang 
mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai 
obyek hukum yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai 
subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang 
akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun 
oleh dua pihak. 
Terkait kebijakan Negara maupun peraturan kesehatan sebagai jaminan 
pelayanan kesehatan yang layak, maka dalam perspektif Islam Rasulullah 
saw, menjelaskan : 
“Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya, 
aman jiwa, jalan dan rumahnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, 
maka seakan ia telah diberi dunia seisinya” (HR al-Bukhari dalam Adab 
al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi). 
 
Dalam hadits diatas, dijelaskan bahwa kesehatan disejajarkan dengan 
kebutuhan pangan. Ini menunjukkan jika kesehatan sama dengan kebutuhan 
dasar, yang dimana harus tepenuhi. Maka dari itu, pelayanan kesehatan harus 
ada yang menjamin yaitu negara. Nabi saw bersabda : 
“Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas 
rakyatnya”(HR al-Bukhari). 
32 
 
Tidak terpenuhi atau terjaminnya kesehatan dan pengobatan akan 
mendatangkan Dharar (penderitaan) bagi masyarakat. Dharar wajib 
dihilangkan. Maka dari itu, kebijakan atau peraturan sangatlah penting 
demitercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. 
Kebijakan peraturan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk 
bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat 
umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, 
kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. 
B. Tinjauan umum tentang Tindakan Operasi 
1. Pengertian Tindakan Operasi/Pembedahan 
Pembedahan atau operasi merupakan semua tindak pengobatanyang 
menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh 
yang akan ditangani (Sjamsuhidajat, 2014). 
Pembedahan atau operasi adalah semua tindakan pengobatan yang 
menggunakan cara invasive dengan membuka atau menampilkan bagian 
tubuh. Pembedahan dilakukan untuk mendiagnosa atau mengobati suatu 
penyakit, cedera atau cacat, serta mengobati kondisi yang sulit atau tidak 
mungkin disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana (Potter dan Perry 
2014). 
Ada 3 faktor penting yang terkait dalam pembedahan yaitu penyakit 
pasien, jenis pembedahan dan pasien itu sendiri. Dari ketiga faktor tersebut, 
tindakan pembedahan adalah hal yang baik/benar. Bagi pasien sendiri, 
pembedahan adalah hal yang paling mengerikan yang pernah mereka alami. 
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Mengingat hal tersebut diatas, sangatlah penting untuk melibatkan pasien 
dalam setiap langkah-langkah pre operatif. 
Preoperatif adalah fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani 
operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke 
meja operasi ( Smeltzer and Bare, 2015 ).  
2. Tipe Pembedahan 
a. Menurut fungsinya (tujuannya), Potter & Perry ( 2014 ) membagi menjadi: 
1) Diagnostik  : pembedahan dilakukan untuk memperkuat diagnosis dokter, 
termasuk pengangkatan jaringan untuk pemeriksaan diagnostik yang 
lebih lanjut. Misal: biopsi, laparotomi eksplorasi.  
2) Kuratif (ablatif) : pengangkatan bagian tubuh yang menderita penyakit. 
Misalnya, tumor, appendiktom,reseksi serabut syaraf.  
3) Reparatif  : memperbaiki luka multiple  
4) Rekonstruktif  : mengembalikan fungsi atau penampilan jaringan yang 
mengalami trauma atau multifungsi. Misalnya, mamoplasti, perbaikan 
wajah.  
5) Paliatif   : menghilangkan nyeri, atau memperbaiki masalah, contoh: 
pemasangan selang gastrotomi yang dipasang untuk mengkompensasi 
terhadap ketidakmampuan menelan makanan.  
6) Transplantasi : penanaman organ tubuh untuk menggantikan organ atau 
struktur tubuh yang malfungsi (cangkok ginjal, kornea). 
Sedangkan Potter dan Perry (2014), membagi operasi menurut tingkat 
urgensi dan luas atau tingkat risiko. 
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b. Menurut Tingkat Urgensinya:  
1) Kedaruratan : Klien membutuhkan perhatian dengan segera, gangguan 
yang diakibatkannya diperkirakan dapat mengancam jiwa (kematian atau 
kecacatan fisik), tidak dapat ditunda. Misal: pendarahan hebat, obstruksi 
kandung kemih atau usus, fraktur tulang bengkok, luka tembak atau 
tusuk, luka bakar sangat luas. 
2) Urgen : Klien membutuhkan perhatian segera, dilaksanakan dalam 24 – 
30 jam. Pembedahan perlu untuk kesehatan pasien, dapat mencegah 
timbulnya masalah tambahan seperti destruksi jaringan atau fungsi organ 
yang terganggu, tidak harus selalu bersifat darurat. Misal: infeksi 
kandung kemih akut, batu ginjal atau batu pada uretra. 
3) Diperlukan : Klien harus menjalani pembedahan, direncanakan dalam 
beberapa minggu atau bulan.  Misal: Hyperplasia prostate, tanpa 
obstruksi kandung kemih, gangguan tyroid, katarak. 
4) Elektif : Klien harus dioperasi ketika diperlukan, tidak terlalu 
membahayakan jika tidak dilakukan. Misal: perbaikan sesar, hernia 
sederhana, perbaikan vaginal. 
5) Pilihan : Keputusan operasi atau tidaknya tergantung kepada klien 
(pilihan pribadi klien).  Indikasi pembedahan merupakan pilihan pribadi 
dan biasanya terkait dengan estetika. Misal: bedah kosmetik. 
c. Menurut luas dan Tingkat Risiko 
1) Mayor : Operasi yang melibatkan organ tubuh secara luas dan 
mempunyai tingkat risiko yang tinggi terhadap kelangsungan hidup klien.  
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2) Minor :  Operasi pada sebagian kecil dari tubuh yang mempunyai risiko 
komplikasi lebih kecil dibandingkan dengan operasi mayor. 
Operasi mayor merupakan pembedahan yang bersifat urgen dan darurat 
yang melibatkan rekonstruksi atau perubahan yang luas pada bagian tubuh, 
menimbulkan risiko yang tinggi bagi kesehatan. Misalnya, baypass arteri 
koroner, reseksi kolon, pengangkatan laring, amputasi dan operasi akibat 
trauma.  
Operasi mayor sering melibatkan salah satu bedah utama di perut 
(laparotomy), di dada (thoracotomy) atau tengkorak (craniotomy) dan dapat 
juga pada organ vital. Operasi yang biasanya dilakukan dengan menggunakan 
anastesi umum di rumah sakit ruang operasi oleh dokter. Setidaknya pasien 
menjalani perawatan satu malam dirumah sakit setelah operasi. Operasi besar 
biasanya membawa beberapa derajat risiko bagi pasien hidup, atau potensi 
cacat parah jika terjadi suatu kesalahan dalam operasi. Misalnya dalam 
sebuah prosedur operasi besar dapat terjadi perubahan signifikan ke anatomi 
yang terlibat. Seperti dalam situasi dimana organ akan dihilangkan atau sendi 
yang dibangun dengan komponen buatan. Setiap penetrasi organ tubuh 
dianggap sebagai operasi besar, seperti pembedahan ekstensif pada tulang 
kaki. Bedah syaraf umumnya dianggap utama karena risiko kepada pasien. 
Beberapa contoh utama operasi meliputi: penggantian lutut, operasi 
kardiovaskuler, dan transplantasi organ. Prosedur ini pasti membawa risiko 
bagi pasien seperti infeksi, pendarahan atau komplikasi dari yang 
menyebabkan kematirasaan umum digunakan.  
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3. Persiapan  
Menurut  Oswari,  ada beberapa persiapan dan perawatan yang harus 
dilakukan pasien sebelum operasi diantaranya adalah : 
a. Persiapan mental 
Pasien yang akan dioperasi biasanya akan menjadi agak gelisah dan 
takut. Perasaan gelisah dan takut terkadang tidak Nampak jelas. Tetapi 
kadang-kadang pula, kecemasan itu dapat terlihat dalam bentuk lain. Pasien 
yang gelisah dan takut sering bertanya terus-menerus dan berulang-ulang, 
walaupun pertanyaannya telah dijawab, ia tidak mau berbicara dan 
memperhatikan keadaan sekitarnya, tetapi berusaha mengalihkan 
perhatiannya dari buku atau sebaliknya ia bergerak terus-menerus dan tidak 
dapat tidur. 
Pasien sebaiknya diberi tahu bahwa selama operasi ia tidak akan merasa 
sakit karena ahli bius akan selalu menemaninya dan berusaha agar selama 
operasi berlangsung, penderita tidak merasakan apapun. Perlu dijelaskan 
kepada pasien bahwa semua operasi besar memerlukan transfusi darah untuk 
menggantikan darah yang hilang selama operasi dan transfusi darah bukan 
berarti keadaan pasien sangat gawat.  Perlu juga dijelaskan mengenai 
mekanisme yang akan dilakukan mulai dari dibawanya pasien ke kamar 
operasi dan diletakkan dimeja operasi, yang berada tepat di bawah lampu 
yang sangat terang, agar dokter dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 
Beri tahu juga bahwa sebelum operasi dimulai, pasien akan dianastesi umum, 
lumbal atau lokal.  
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b. Persiapan fisik 
1) Makanan 
Pasien yang akan dioperasi diberi makanan yang berkadar lemak rendah, 
tetap tinggi karbohidrat, protein, vitamin, dan kalori. Pasien harus puasa 
12-18 jam sebelum operasi dimulai. 
2) Lavemen/klisma 
Klisma dilakukan untuk mengosongkan usus besar agar tidak 
mengeluarkan feses pada saat operasi berlangsung. 
3) Kebersihan mulut 
Mulut harus dibersihkan dan gigi disikat untuk mencegah terjadinya 
infeksi terutama bagi paru-paru dan kelenjar ludah. 
4) Mandi 
Sebelum operasi pasien harus mandi atau dimandikan. Kuku disikat dan 
cat kuku harus dibuang agar ahli bius dapat melihat perubahan warna 
kuku dengan jelas. 
5) Daerah yang akan dioperasi 
Tempat dan luasnya daerah yang harus dicukur tergantung dari jenis 
operasi yang akan dilakukan.  
6) Keseimbangan Cairan dan Elektrolit 
Keseimbangan cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input 
dan output cairan. Demikian juga kadar elektrolit serum harus berada 
dalam rentang normal. Keseimbangan cairan dan elektrolit terkait erat 
dengan fungsi ginjal. Dimana ginjal berfungsi mengatur mekanisme asam 
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basa dan eskresi metabolik obat-obatan anastesi. Jika fungsi ginjal baik, 
maka operasi dapat dilakukan dengan baik.  
c. Sebelum masuk kamar bedah 
Persiapan fisik pada hari operasi, seperti biasa harus diambil catatan 
suhu, tensi, nadi dan pernafasan. Operasi yang bukan darurat  bila ada 
demam, penyakit tenggorokan atau sedang haid, biasanya ditunda oleh ahli 
bedah atau ahli anastesi. 
Pasien yang akan dioperasi harus dibawa ketempat sesuai waktunya. 
Jangan dibawa kamar tunggu terlalu cepat , sebab terlalu lama menunggu 
tibanya waktu operasi akan menyebabkan pasien gelisah dan takut.  
4. Faktor risiko terhadap pembedahan  
Ada beberapa faktor risiko terhadap pembedahan menurut  Potter & 
Perry ( 2014 ) antara lain  :  
a. Usia   
Pasien dengan usia yang terlalu muda (bayi/anak-anak) dan usia lanjut 
mempunyai resiko lebih besar. Hal ini diakibatkan cadangan fisiologis pada 
usia tua sudah sangat menurun, sedangkan pada bayi dan anak-anak 
disebabkan oleh karena belum matur-nya semua fungsi organ. 
b. Nutrisi   
Kondisi malnutrisi dan obesitas/kegemukan lebih berisiko terhadap 
pembedahan dibandingakan dengan orang normal dengan gizi baik terutama 
pada fase penyembuhan. Pada orang malnutrisi maka orang tersebut 
mengalami defisiensi nutrisi yang sangat diperlukan untuk proses 
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penyembuhan luka. Nutrisi-nutrisi tersebut antara lain adalah protein, kalori, 
air, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin A, Vitamin K, zat besi dan seng 
(diperlukan untuk sintesis protein).  Pada pasien yang mengalami obesitas.  
Selama pembedahan jaringan lemak, terutama sekali sangat rentan 
terhadap infeksi. Selain itu, obesitas meningkatkan permasalahan teknik dan 
mekanik. Oleh karenanya defisiensi dan infeksi luka, umum terjadi. Pasien 
obes sering sulit dirawat karena tambahan berat badan; pasien bernafas tidak 
optimal saat berbaring miring dan karenanya mudah mengalami hipoventilasi 
dan komplikasi pulmonari pasca operatif. Selain itu, distensi abdomen, 
flebitis dan kardiovaskuler, endokrin, hepatik dan penyakit biliari terjadi lebih 
sering pada pasien obesitas. 
c. Penyakit Kronis   
Pada pasien yang menderita penyakit kardiovaskuler, diabetes, PPOM 
(Penyakit Paru Obstruksi Menahun), dan insufisiensi ginjal menjadi lebih 
sukar terkait dengan pemakaian energi kalori untuk penyembuhan primer. 
Dan juga pada penyakit ini banyak masalah sistemik yang mengganggu 
sehingga komplikasi pembedahan maupun pasca pembedahan sangat tinggi.   
Ketidaksempurnaan respon neuroendokrin pada pasien yang mengalami 
gangguan fungsi endokrin, seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, 
bahaya utama yang mengancam hidup pasien saat dilakukan pembedahan 
adalah terjadinya hipoglikemia yang mungkin terjadi selama pembiusan 
akibat agen anestesi, atau juga akibat masukan karbohidrat yang tidak adekuat 
pasca operasi atau pemberian insulin yang berlebihan. Bahaya lain yang 
40 
 
mengancam adalah asidosis atau glukosuria. Pasien yang mendapat terapi 
kortikosteroid berisiko mengalami insufisinsi adrenal. Penggunaan obat-
obatan kortikosteroid harus sepengetahuan dokter anestesi dan dokter bedah.  
d. Merokok   
Pasien dengan riwayat merokok biasanya akan mengalami gangguan 
vaskuler, terutama terjadi arterosklerosis pembuluh darah, yang akan 
meningkatkan tekanan darah sistemik.   
e. Alkohol dan obat-obatan   
Individu dengan riwayat alkoholik kronik seringkali menderita malnutrisi 
dan masalah-masalah sistemik, seperti gangguan ginjal dan hepar yang akan 
meningkatkan risiko pembedahan. 
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C. Kerangka Pikir 
1. Kerangka Teori  
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Sumber: Modifikasi Anwar (1996) 
 
Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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2. Kerangka Konsep 
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Gambar 2.2  Kerangka Konsep 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
in depth interview (wawancara mendalam). Metode penelitian kualitatif  adalah  
penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan holistik dan 
dengan cara deskripsi pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Kerangka yang digunakan pada 
penelitian kualitatif berbeda, karena ia tidak menguji hipotesis, tetapi memberikan 
makna pada suatu fenomena, dan mengembangkan teori.  
Penelitian Kualitatif merupakan  penelitian yang digunakan untuk 
menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan 
kualitas/keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, 
atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian Kualitatif ini 
digunakan untuk memperoleh informasi mendalam tentang tinjauan pelaksanaan 
informed consent pada tindakan operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji 
Makassar. 
B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji 
Makassar, Sulawesi Selatan.  
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2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan terhitung sejak 19 September 2018 sampai 19 
Oktober 2018. 
C. Informan Penelitian 
Untuk mendapatkan data mengenai informed consent terhadap tindakan 
operasi, maka peneliti menentukan informan dengan tiga karakter yaitu : 
1. Informan kunci (Key Informant) yaitu informan yang mengetahui secara 
mendalam dan lengkap mengenai pelaksanaan informed consent untuk 
tindakan operasi di RSUD Haji Makassar . Yang menjadi informan kunci 
adalah Dokter yang menangani pasien operasi, Kepala seksi rekam medik 
dan Penunjang medik RSUD Haji Makassar. 
2. Informan utama adalah informan yang berkaitan langsung dalam 
pelaksanaan informed consent yakni yang mengisi lembar formulir 
informed consent itu. Dalam hal ini informan utamanya yaitu pasien atau 
keluarga pasien.  
3. Informan pendukung adalah informan yang terlibat dan menyaksikan 
pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada tindakan 
operasi di RSUD Haji Makassar. Informan pendukung dalam penelitian ini 
adalah  perawat bertugas dan berperan dalam proses pelaksanaan informed 
consent pada tindakan operasi tersebut. 
Adapun informan ditentukan dengan teknik porpusive sampling yang 
merupakan metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu 
yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah 
populasi. Pemilihan informan didasarkan atas pertimbangan tertentu yang dibuat 
oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat populasi tenaga kesehatan yang terlibat 
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dengan pelaksanaan informed consent untuk tindakan operasi di Instalasi Gawat 
Darurat RSUD Haji Makassar. 
Adapun kriteria informan sebagai berikut : 
a. Terlibat dan mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medis 
(informed consent) pada tindakan operasi di RSUD Haji Makassar. 
b. Mampu berkomunikasi dengan baik 
c. Usia dewasa penuh (25-50 Tahun) untuk pasien atau keluarga pasien 
d. Berada dilokasi penelitian selama penelitian berlangsung 
e. Bersedia menjadi informan 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan  
wawancara mendalam (indept interview) dengan menggunakan pedoman 
wawancara (Interview Guide) yaitu dengan memberikan pertanyaan bebas untuk 
membantu mengingatkan situasi awal dan menggali informasi lebih dalam terkait 
dengan pelaksanaan informed consent sebelum ataupun setelah tindakan operasi. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat/fasilitas yang digunakan peneliti 
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 
baik, cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 
2013). Peneliti merupakan salah satu instrumen dalam penelitian ini. Untuk 
mendapatkan fakta terkait informed consent yaitu dengan  menggunakan pedoman 
wawancara serta alat dokumentasi seperti kamera, alat perekam suara (voice 
recorder) dan buku catatan lapangan. 
F.  Pengolahan dan Analisis Data 
Pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan analisis isi (content 
analysis) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 
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untuk menentukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis, kemudian 
diinterpresentasikan dan disajikan dalam bentuk narasi. Berikut merupakan teknik 
analisis data yang digunakan oleh peneliti: 
a. Reduksi Data 
Reduksi yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2012). Kegiatan 
reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang 
berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama 
pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, 
mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan 
menulis catatan. 
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian 
rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar 
tidak mempersulit analisis selanjutnya. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data adalah data yang diperoleh dan dikategorikan menurut 
pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan 
peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.  
c. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melakukan pemaknaan 
atas hasil temuan informasi atau data yang di peroleh dari berbagai sumber yang 
bersifat khusus atau individual di lokasi penelitian, yang kemudian disajikan 
dalam bentuk narasi dan menjawab keseluruhan variabel di dalam penelitian. 
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G. Keabsahan Data 
Pada studi kualitatif, melakukan verifikasi dan konfirmasi data kepada 
partisipan/informan merupakan salah satu cara untuk memvalidasi dan 
memperoleh keabsahan data (trustworthiness). Terdapat empat kriteria untuk 
memperoleh keabsahan data dalam studi kualitatif yaitu dengan derajat 
kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 
(dependability) dan kepastian (confirmability). Keabsahan data didapatkan dengan 
triangulasi sumber yaitu wawancara mendalam dengan tiga kategori sumber yang 
berbeda, yakni informan kunci, informan utama dan informan pendukung 
(Saryono dan Anggraeni, 2013). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat RSUD Haji Makassar 
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada 
tanggal 16 juli 1992 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Rumah sakit ini 
dibangun diatas tanah seluas 1,06 hektar milik Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dulunya adalah Rumah Sakit Kusta Jongaya. Pembangunan Rumah 
sakit umum daerah haji merupakan hibah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi 
sebagai kompensasi musibah terowongan Mina yang menyebabkan gugurnya 631  
jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah 
Haji Makassar didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.1 Sulawesi 
Selatn nomor 488/IV/1992 tentang pengelolaan rumah sakit oleh Pemerintah 
Daerah Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Gubernur nomor 802/VII/1992 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Rumah Sakit serta SK 
Gubernur nomor 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Haji Makassar untuk kelangsungan perkembangan Rumah 
Sakit Haji lebih lanjut, maka pada tanggal 13 Desember 1993. Departemen 
Kesehatan menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagai 
Rumah Sakit Umum milik pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan klasifikasi 
C yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
nomor 762/XII/1993. 
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Pada awal pengoperasiannya, jumlah pegawai tetap Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji Makassar berjumlah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 
Pusat yang diperuntukkan pada Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dan PNS 
Daerah. Adapun pejabat yang melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit 
sementara dirangkap oleh Kepala Kanwil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu Dr. H Udin Muhammad Muslaini. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 
1992 dilaksanakan serah terima kepada Dr. H. Sofyan Muhammad dan setelah 
ditetapkan pelembangan rumah sakit maka berdasarkan Kepres No.9 Tahun 1985 
Direktur RSUD Haji kelas C, ditetapkan sebagai pejabat struktural eselon III/a 
definitif. Pada tanggal 26 Agustus 2001 Jabatan Direktur RSUD Haji Makassar 
diserah terimakan kepada pejabat baru yaitu Dr. Hj. Magdaniar Moein, M.Kes, 
kemudian pada tanggal 28 Februari 2007 dilaksanakan serah terima jabatan 
kepada drg. Abd.Hais Nawawi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji 
Makassar dan menjabat selama 1 tahun , kemudian diserah terimakan ke drg. Hj. 
Nurhasnah Palinrungi, M.Kes sampai pada oktober 2015, selanjutnya diganti oleh 
dr. Arman Bausat, Sp.B, Sp.OT (K) Spine FINASIM sebagai plt dan kemudian 
pada Agustus 2017 diserah terimakan kepada drg. Abd. Haris Nawawi, MARS 
sebagai direktur RSUD Haji Makassar sampai sekarang. 
Dengan berjalannya waktu jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji Makassar semakin berkembang dan pada tahun 2009 telah memiliki 9 
spesialis, 4 subspesialis, dan 4 spesialis penunjang medis. Pada tahun 2009 
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar bermohon ke Departemen Kesehatan 
untuk peningkatan kelas menjadi tipe B dan pada tanggal 27 Agustus 2010 terbit 
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Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1226/MENKES/VIII/2010 tentang 
penetapan status Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dari tipe C menjadi 
tipe B non pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar telah memiliki 
surat ijin pelayanan Rumah Sakit yang telah dituangkan dalam SK nomor : 
07375/Yankes-2/V/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji Makassar yang berlaku 5 tahun dari 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 2015. 
2. Visi, Misi, Falsafah, Tujuan dan Motto RSUD Haji Makassar 
a. Visi  
Visi RSUD Haji Makassar adalah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami, 
terpercaya, terbaik, dan Pilihan Utama di Sulawesi Selatan Tahun 2020” 
1) Rumah sakit pendidikan islami : artinya rumah sakit yang 
mengedepankan pendidikan islami. 
2) Rumah sakit terpercaya : artinya rumah sakit yang komitmen dengan janji 
layanannya, memiliki tenaga profesional dan amanah. 
3) Rumah sakit terbaik : artinya rumah sakit yang mengedepankan patient 
safety sebagai fokus layanan mutu dalam upaya mewujudkan Good 
Corporate Govermance & Good Clinical Govermance. 
4) Pilihan utama : artinya meskipun bernuansa islami namun janji 
pelayanannya tidak membedakan seorang pasien berdasarkan suku, ras, 
agama, dan status sosialnya. 
5) Sulawesi selatan : artinya pangsa pasar RSUD Haji terutama wilayah 
selatan Sulawesi Selatan. 
6) Tahun 2020 : batas pencapaian visi yang ditetapkan. 
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b. Misi  
Adapun  misi yang diemban oleh RSUD Haji Makassar adalah menerapkan 
“Hospital Services to Win All”, yaitu: 
1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang 
mengutamakan mutu pelayanan. 
2) Meningkatkan mutu pelayanan manajemen yang ramah dan bersahabat 
3) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM). 
4) Meningkatkan cakupan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan rumah 
sakit. 
5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan staf sebagai asset yang 
berharga bagi rumah sakit. 
6) Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit. 
c. Falsafah 
RSUD Haji Makassar adalah sarana yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan paripurna berdasarkan perikemanusaiaan, adil dan merata yang dijiwai 
oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 
d. Tujuan 
Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah: 
1) Terciptanya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah sakit. 
2) Memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan. 
3) Peningkatan disiplin dan kualitas kerja pegawai 
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e. Motto 
Kesembuhan anda adalah kebahagiaan kami, kebahagiaan anda adalah 
kebanggaan kami. 
3. Pelayanan Kesehatan RSUD Haji Makassar 
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan saat ini RSUD Haji  
Makassar menyediakan layanan kesehatan sebagai berikut: 
a. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik) terdiri dari : 
1) Poliklinik Obsetri Dan Giekologi 
2) Poliklinik Interna 
3) Poiliklinik Bedah 
4) Poliklinik Anak 
5) Poliklinik Gigi 
6) Poliklinik Syaraf 
7) Poliklinik THT 
8) Poliklinik Paru 
9) Poliklinik Mata 
10) Poliklinik Jiwa 
11) Poliklinik Kulit, Kelamin Dan Kecantikan 
b. Instalasi Rawat Inap 
c. Instalasi Gawat Darurat 
d. Instalasi Perawatan Intensif (ICU/NICU) 
e. Instalasi Bedah Sentral 
f. Instalasi Rehabilitasi Medik 
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g. Instalasi Laboratorium 
h. Instalasi Radiologi 
i. Instalasi Farmasi 
j. Instalasi Gizi 
k. Instalasi PS-RS 
l. Unit PKRS 
m. Unit Rekam Medik 
Dalam menunjang pemeriksaan diagnostik di RSUD Haji Makassar telah 
disediakan layanan sebagai berikut : 
a. CT Scan 
b. Panaromic X-Ray 
c. Brochoscopy 
d. Tredmill Dan Stress Test 
e. Usg 2 Dan 4 Dimensi 
f. Elektro Ensephalografi 
g. Optik Test 
h. Spirometri 
i. Audiometri 
j. Lab Diagnostik 
k. Patologi Diagnostik 
Layanan keseahatan di RSUD Haji juga dilengkapi penunjang medis 
sebagai berikut: 
a. FECO 
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b. FESS 
c. Ventilator 
d. Bronchoscopy 
e. Laparoscopy 
f. Endoscopy 
g. Nsk Primado 
h. Cutera Aestheric 
i. Mesin HD 
j. SWD 
k. Ultra Sound 
l. Elektirc Stimulation 
4. Tenaga dan Struktur Organisasi 
a. Tenaga Kesehatan  
Tenaga kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan di RSUD Haji Makassar. Berikut data tenaga kesehatan 
yang ada di RSUD Haji Makassar. 
1) Dokter Umum    : 13 orang 
2) Dokter Gigi    : 6 orang 
3) Dokter spesialis   : 21 orang 
4) Pejabat struktural   : 30 orang 
5) Apoteker dan asisten apoteker : 20 orang 
6) Perawat      : 145 orang 
7) Perawat gigi     : 6 orang 
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8) Teknisi radiografer    : 8 orang 
9) Analis laboratorium   : 10 orang 
10) Fisioterapis    : 8 orang 
11) Gizi dan staff gizi   : 22 orang 
12) Bidan     : 19 orang 
13) Radiologi     : 8 orang 
14) Staff     : 60 orang 
15) Tenaga IT non PNS   : 15 orang 
16) Tenaga non PNS   : 145 orang 
17) Sopir      : 5 orang 
18) Security     : 12 orang 
19) Cleaning service    : 34 orang 
b. Struktur organisasi 
Stuktur organisasi RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasar 
pergub Sulsel NO. 72 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan 
struktural sebagai berikut:  
1) Direktur 
2) Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan Medik 
a) Bidang Pelayanan Medik 
(1) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik 
(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik 
b) Bidang Pelayanan Keperawatan 
(1) Seksi Pegembangan Keperawatan 
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(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan 
Disamping itu juga mengkordinir beberapa instalasi, yaitu: 
(1) Instalasi Rawat Inap 
(2) Instalasi Rawat Jalan 
(3) Instalasi Gawat Darurat 
(4) Instalasi Bedah Sentral 
(5) Istalasi Perawatan Intensif 
3) Wadir Penunjang Medik, Diklat dan Litbang, membawahi: 
a) Bidang Penunjang Medik 
(1) Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik dan Pelayanan 
Keperawatan 
(2) Seksi Rekam Medik 
(3) Seksi Asuhan Pelayanan Penunjang Medik 
b) Bidang Diklat, Litbang dan Etika 
(1) Seksi Pendidikan dan Latihan 
(2) Seksi Penelitian dan Pengembangan 
(3) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan 
Disamping itu juga mengkoordinir beberapa instalasi, yaitu: 
(1) Instalasi Radiologi 
(2) Instalasi Laboratorium 
(3) Instalasi Gizi 
(4) Instalasi Farmasi 
(5) Instalasi PS-RS 
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(6) Instalasi CSSD/Laundry 
(7) Instalasi Rehabilitasi Medik 
(8) Instalasi Kamar Jenazah 
4) Wadir Umum dan Keuangan membawahi : 
a) Bagian Umum 
(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
(2) Sub Bagian Kepegawaian 
(3) Sub Bagian Perlengkapan dan Asset 
b) Bagian Perencanaan, Program, Hukum, Humas dan Pemasaran 
(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 
(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
(3) Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran 
c) Bagian Keuangan dan Akuntansi 
(1) Sub Bagian Penerimaan Pendapatan 
(2) Sub Bagian Perbendaharaan 
(3) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 
5. Instalasi Gawat Darurat  
Instalasi gawat darurat RSUD Haji Makassar adalah layanan yang 
disediakan untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi gawat darurat dan harus 
segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan darurat lagi cepat. Sistem 
pelayanan yang diberikan menggunakan sistem triage, dimana pelayanan 
diutamakan bagi pasien dalam keadaan darurat (emergency) bukan berdasarkan 
antrian. 
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Pelayanan yang diberikan : 
a. Ambulance . 
b. Laboratorium, Radiologi (rontgen). 
c. Bedah minor. 
d. Ruang Tindakan . 
e. Ruang Observasi. 
f.     Bedah minor 
Yang dilayani dalam IGD yaitu : 
a. Pasien gawat daruat, pasien tidak darurat,  dan pasien darurat tidak gawat 
b. Pasien akibat kecelakaan (Accident) yang menimbulkan cedera fisik, patah 
tulang, dan lain-lain.  
B. Hasil Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar . 
Penelitian berlangsung mulai pada tanggal 18 September – 18 Oktober 2018. 
Informan yang diperoleh  melalui wawancara mendalam (indepth  interview) dan 
pemilihan informan menggunakan teknik porpusive sampling yaitu pemilihan 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta menggunakan pedoman 
wawancara dan observasi yang dibuat dalam bentuk matriks.  
1. Profil Informan  
Informan dalam penelitian ini terdiri dari   9 (Sembilan) orang. 1 (satu) 
orang merupakan Kepala Seksi Rekam Medik,1 (satu) penunjang medik, 2 (dua) 
orang perawat yang terdiri dari perawat pelaksana dan perawat jaga, 2 (dua) 
orang dokter , yaitu dokter umum dan dokter spesialis 3 (tiga) orang keluarga 
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pasien tindakan operasi. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan bisa 
lengkap, atas dasar fakta sesuai dengan fenomena pelaksanaan informed consent 
pada tindakan operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar. 
Tabel 4.1 
Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin,  
Umur dan Status Pekerjaan 
Tahun 2018 
No Informan 
Jenis 
Informan 
Pendidikan 
Jenis 
Kelamin 
Umur Status Pekerjaan 
1 AS Kunci S2 Laki-laki 60 Tahun 
Kepala Seksi 
Rekam Medik 
8 HAS Kunci S2 Laki-laki 58 Tahun 
Penunjang 
Medik 
3 NH Kunci S2 Laki-laki 46 Tahun Dokter Spesialis 
4 FR Kunci S1 +  Profesi Perempuan 42 tahun Dokter Umum 
5 NW Utama D3 Perempuan 44 Tahun Keluarga Pasien 
6 AH Utama SMP Laki-laki 50 Tahun Keluarga Pasien 
7 ER Utama SMA Perempuan 30 Tahun Keluarga Pasien 
8 EH Pendukung S1 + Ners Perempuan 31 Tahun 
Perawat 
Pelaksana 
9 PR Pendukung S1 + Ners Perempuan 29 Tahun Perawat Jaga 
 Sumber : Data Primer, 2018 
 Berdasarkan Tabel 4.1, Informan berjumlah 9 (Sembilan) Orang, 4 
(Empat) Laki-laki dan 5 (Lima) Perempuan. Dari ke 9 (sembilan) informan 
tersebut usia informan bervariatif yaitu usia termuda 29 tahun sebanyak 1 orang, 
30 tahun 1 orang, 31 tahun 1 orang, 42 tahun 1 orang, 44 tahun 1 orang, 46 tahun 
1 orang, 50 tahun 1 orang, 58 tahun 1 orang dan usia tertua 60 tahun sebanyak 1 
orang.  
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 Berdasarkan pendidikan terakhir informan berbeda-beda mulai dari 
SMP, SMA, D3, S1 hingga S2. Informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian 
dengan meggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan 
berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti seperti kepala seksi rekam medik, 
penunjang medik, dokter, dan keluarga pasien yang terlibat dalam pelaksanaan 
informed consent pada tindakan operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji 
Makassar. Selain itu peneliti juga menggunakan perawat sebagai informan 
pendukung serta mereka yang bersedia diwawancarai sampai selesai.  
2. Karakteristik Informan 
Pada bagian ini akan menjelaskan tentang karakteristik pribadi masing – 
masing dari ketiga informan tersebut. Hal ini dimaksud agar peniliti atau pembaca 
dapat mengetahui secara singkat tentang kepribadian masing – masing informan. 
a. Informan AS (60 tahun) 
Kepribadian dari informan ini terlihat kaku. Beliau menjawab pertanyaan 
dengan cukup singkat (to the point) tetapi jelas dan mudah dipahami. 
b. Informan HAS (58 tahun) 
Kepribadian dari informan ini terlihat ramah dan terbuka. Beliau 
menjawab semua pertanyaan dengan baik, sesekali menjawab pertanyaan dengan 
sedikit melucu. 
c. Informan NH (46 tahun) 
Informan ini juga terlihat memiliki kepribadian yang ramah. Beliau 
menjawab semua pertanyaan dengan santai namun tetap detail. 
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d. Informan FR (42 tahun) 
Secara umum, kepribadian informan ini terlihat kaku dan cuek bagi 
mereka yang belum kenal. Tetapi beliau cukup terbuka dan menjawab pertanyaan 
dengan santai namun tetap jelas. 
e. Informan Nw (44 tahun) 
Informan ini memiliki kepribadian yang ramah, keibuan dan namun sedikit 
tertutup dengan cara menjawabnya yang sedikit pelan tetapi terkesan mudah 
dipahami. 
f. Informan AH (50 tahun) 
Tidak jauh beda dengan informan lainnya, informan ini memiliki 
kepribadian yang ramah dan terbuka. Beliau menjawab sesuai dengan pertanyaan 
yang diberikan dan terkesan lebih mencurahkan isi hati dibanding wawancara. 
g. Informan ER (30 tahun) 
Informan ini memiliki kepribadian yang ramah dan terbuka namun 
terkesan tergesa-gesa menjawab pertanyaan lantaran masih shock mendengar 
kondisi adiknya yang sedang di operasi. 
h. Informan EH (31 tahun) 
Kepribadian dari informan ini terlihat ramah terbuka dan juga cerdas. 
Beliau menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sangat jelas. 
i. Informan PR (29 tahun) 
Informan ini memiliki kepribadian yang sedikit pemalu, ramah dan 
terbuka. Beliau menjawab pertanyaan dengan cukup jelas dan sesekali 
menceritakan pengalamannya dimasa kuliah.  
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Selain daripada informan utama yaitu keluarga pasien dan dokter, peneliti 
juga menambahkan informasi dengan melalukan wawancara dari perawat jaga dan 
perawat pelaksana di Instalasi Gawat Darurat untuk melengkapi hasil wawancara 
penelitian. Dari ke 9 (Sembilan) informan tersebut sudah mewakilkan informasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk kemudian di analisis. 
3. Hasil dan Analisis Data 
Hasil Penelitian ini telah menjawab beberapa variabel yang menjadi 
fokus perhatian pada penelitian tentang Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent 
Pada Tindakan Operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 
2018. Penelitian ini mengkombinasikan informasi dari Kepala seksi rekam medik, 
penunjang medik, dokter, keluarga pasien dan perawat sebagai informan 
pendukung. Dari hasil wawancara ke 9 informan tersebut meghasilkan informasi 
yang dianggap lengkap dalam mengkaji penelitian ini, selain itu juga dilakukan 
observasi dengan membandingkan jawaban informan yang satu dengan yang lain 
serta telaah dokumen sebagai berikut: 
1. Tempat dan Pemberian Informasi 
a. Tempat pelaksanaan Informed consent 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan informasi 
bahwa tempat pelaksanaan informed consent dilakukan di ruang instalasi 
gawat darurat sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut. 
“kalau tempatnya di Instalasi gawat darurat” 
   (Ah,  50 tahun, September 2018) 
 
“..di Instalasi gawat darurat dek”  
(Er,  30 tahun, September 2018) 
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Menurut informan, selain dari pada diruang Instalasi gawat darurat, 
tempat pemberian informasi dilakukan diruang yang kondusif sehingga 
informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hal yang sama 
diungkapkan oleh informan berikut ini: 
“Biasanya dilakukan dimana saja dengan suasana yang mendukung 
agar didengar baik oleh keluarga pasien.”  
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Tempat pelaksanaan informed consent tindakan operasi dilakukan 
diruangan yang dianggap kondusif oleh dokter yang tidak terganggu 
oleh pihak lain, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima 
dengan baik”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Adapun tempat pemberian informasinya, dilakukan ditempat yang 
kondusif yang tidak penuh dengan kebisingan.”  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Biasanya itu tempatnya dilakukan di IGD kalau pasiennya pasien 
yang emergency, kecuali bagi pasien operasi elektif biasanya diruang 
perawatan”.  
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Tidak ada ruang khusus memang, hanya saja dokter biasanya 
mencari tempat yang tidak bising agar yang disampaikan juga tidak 
kemana-mana”.  
(HAS, 58 tahun, September 2018) 
 
b. Tujuan pemberian informasi 
Pemberian informasi dilakukan agar pasien atau keluarga pasien 
memahami semua yang ada pada lembar informed consent, sebagaimana dari 
hasil wawancara informan berikut:  
“Agar kita bisa lebih paham dan dapat mengambil keputusan sendiri 
untuk persetujuan tindakan medis selanjutnya ”  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Untuk megetahui isinya itu persetujuan medis”  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
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“Agar ketika dilakukan operasi, tidak ada lagi yang dipertanyakan 
terkait itu persetujuan medis” 
 (Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
Pemberian informasi sebelum melakukan tindakan operasi 
merupakan; bagian dari aturan pelaksanaan informed consent sebagaimana 
yang terdapat pada SOP. 
“Pelaksanaan pemberian informasi dilakukan sesuai Standar 
Operasional Prosedur Rumah Sakit yaitu dilakukan sembari keluarga 
pasien membaca isi informed consent , dokter menjelaskan semua 
yang ada dilembar informed consent”.  
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Pemberian informasi dilakukan untuk memberikan informasi yang 
cukup kepada pasien dan keluarga untuk persetujuan tindakan 
medik”.  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Semua ada SOP nya, baik informed consent, rekam medik semua ada 
SOP nya. Jadi semua yang dilakukan berdasarkan aturan”.  
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Semua tindakan atau kegiatan dirumah sakit ini ada SOP nya 
termasuk pemberian informasi itu adalah bagian terpenting dari 
proses pelayanan yang ada dirumah sakit bagi pasien dan 
keluarganya”.   
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
Lain halnya yang dikemukakan oleh informan sebelumnya , perawat 
sebagai informan pendukung juga mengemukakan pendapatnya dari hasil 
wawancara yang dilakukan bahwa pemberian informasi adalah hal utama dan 
penting dalam pelaksanaan informed consent. 
“Kalau saya pemberian informasi itu dek, sangat penting karena 
kenapa ? walaupun kita sudah baca itu tulisan yang ada pada 
persetujuan tindakan belum tentu semua pasien mengerti, lagipula 
yang tertulis dalam informed consent itu dek juga hanya poin 
pentingnya saja, jadi memang harus diberikan penjelasan terlebih 
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dahulu, agar pihak yang bersangkutannya sama-sama enak dengan 
tanpa paksaan begitu”. 
(Eh, 31 tahun, September 2018) 
 
“Kalau dikatakan seberapa penting itu pemberian informasi, bisa 
saya bilang itu penting dan merupakan hal utama memang untuk 
dilakukan sebelum dilakukan tindakan lain. Semua yang ada pada 
informed consent harus dijelaskan terlebih dahulu diminta ataupun 
tidak diminta oleh pihak pasien”. 
(Pr, 29 tahun, September 2018) 
 
c. Informasi yang disampaikan 
Informasi yang disampaikan berdasarkan apa diagnosis pelaksanaan 
tindakan operasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Sebagaimana 
diungkapkan oleh informan sebagai berikut: 
“Informasi yang disampaikan kemarin dokternya itu, diagnosis serta 
rujukan untuk dilakukan operasi kepada dokter spesialis”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Operasi tidak bisa dilakukan jika pasien memliki tekanan darah 
tinggi karena ketika operasi biasanya akan menyebabkan pendaharan 
yang banyak dan susah untuk dikendalikan, sehingga meningkatkan 
risiko kematian. Terlebih kepada pasien operasi jantung yang sangat 
rentang dengan kematian jika dihubungkan dengan tekanan darah 
tinggi”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Adikku baru ini kecelekaan, dan saya baru tiba ternyata adikku 
katanya di operasi karena ada tulang kakinya yang retak, 
informasinya saya dapat dari perawat jaga yang ada di IGD”.  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
Menurut informan, penyampaian informasi berdasarkan apa yang ada 
pada lembar informed consent dan pertanyaan tambahan dari keluarga pasien, 
sebagaimana berikut: 
“Sebagai dokter menjelaskan semua yang ada dilembar informed 
consent mengenai diagnosis, tindakan yang dilakukan, penanggung 
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jawab dan lain-lain, serta menjawab pertanyaan tambahan dari 
keluarga pasien”.  
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Informasi dijelaskan oleh dokter jaga ruang misal dokter jaga igd, 
poli atau perawatan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Tugas 
dokter dioperasi hanya menambahkan jika terdapat yang belum jelas 
dari informasi penjelasan sebelumnya sesuai dengan yang ada pada 
lembar informed consent”.  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang dipertanyakan 
oleh pasiennya”  
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Sesuai dengan ketentuan diagnosis yang ada pada informed consent, 
dan juga pertanyaan tambahan yang kurang dimengerti oleh si pasien 
ataupun keluarganya”.  
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
d. Kendala Pemberian Informasi 
Kendala yang dihadapi selama pemberian informasi diantaranya 
adalah penggunaan bahasa medis yang tidak dimengerti oleh pasien ataupun 
pihak keluarganya, sebagaimana terdapat pada isi wawancara oleh informan 
berikut: 
“Terkadang bahasa yang digunakan, bahasa medis yang sama sekali 
tidak dipahami sama kami orang awam”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Bahasanya kadang ada yang tidak dimengerti”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Kalau bahasanya dimengertiji, Cuma kadang penyampaiannya 
terlalu yang cepat, sedangkan kita lambat respon”.  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
Kendala lain yang dialami oleh dokter  dan perawat sebagai informan 
kunci dan informan pendukung dalam penyampaian pemberian informasi 
adalah sebagai berikut: 
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“Kendala dalam pemberian informasinya mungkin tidak ada, yang 
ada itu kendala dalam proses tindakannya, karena teamwork yang 
tidak begitu efektif”.  
(Nh. 46 tahun, September 2018) 
 
“Yang biasanya jadi kendala itu setelah dilakukan pemberian 
informasi, kadang pasien dan keluarganya itu tidak ada umpan 
baliknya sama sekali, tidak ada semacam pertanyaan atau kritikannya 
yang disampaikan”.  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Kalau kendalanya mungkin tidak terlalu spesifik bagaimana,tidak 
menonjol, paling yang jadi masalah itu bahasa daerah itupun hanya 
sebagian kecil”.  
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Kendalanya biasa dialami langsung oleh dokter, karena dokter yang 
memberi informasi kepada pihak pasien, dan yang paling umum 
terjadi itu tulisan dokter yang kadang sukar untuk dibaca, jadi 
biasanya didikte langsung oleh dokter ataupun perawatnya, selain itu, 
kadang ada keluarga pasien yang menuntut karena keluarganya 
dilakukan tindakan operasi tanpa informed consent padahal 
keluarganya termasuk dalam kategori pasien CITO atau pasien 
emergency”.  
(Eh, 31 tahun, September 2018) 
 
Setiap kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan maupun tindakan 
yang termasuk didalamnya adalah pemberian informasi pasti memiliki jalan 
keluarnya masing-masing, sebagaimana janji Allah swt dalam QS Al-
Insyirah/94:5-6 
¨βÎ* sù yìtΒ Îô£ãè ø9 $# # ·ô£ç„ ∩∈∪   ¨βÎ) yìtΒ Îô£ãè ø9 $# # Zô£ç„ ∩∉∪    
 Terjemahnya : 
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Departemen 
Agama RI, 2012) 
 
 “Apapun kendalanya, akan selalu ada jalan keluarnya. Sesuai janji 
Allah swt, dalam surah Al-Insyirah: 5-6, jadi coba berikhtiar saja cari 
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jalan keluarnya selama itu tidak keluar dari aturan agama dan aturan 
rumah sakit”.  
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
Selain daripada kendala yang disampaikan pada informan 
sebelumnya, terdapat pula informan yang menyatakan tidak ada kendala yang 
dialami , karena semua pasien atau keluarganya menurut kepada dokter. 
“Kendalanya tidak ada, karena keluarga pasien ikut dengan saran 
dari dokternya”.  
(Pr, 29 tahun, September 2018) 
 
2. Waktu dan Persetujuan Medis (Informed Consent) 
a. Waktu Pelaksanaan Persetujuan Medis 
Waktu yang normal untuk pelaksanaan persetujuan medis adalah 24 
jam sebelum dilakukan tindakan operasi, dalam waktu tersebut pasien atau 
keluarga pasien mempunyai waktu untuk berfikir memberikan persetujuan 
medis. 
“Karena kemarin kata dokternya, anak saya masih termasuk pasien 
yang low emergency jadi pelaksanaan operasinya itu baru bisa 
dilakukan hari ini, tetapi persetujuannya dari kemarin”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Untuk pelaksanaan persetujuan tindakan medis dilakukan kemarin  
saat dokter jaga ugd dan yang akan melakukan operasi telah sepakat 
untuk memberi tindakan operasi kepada pasien dan terlebih dahulu 
menjelaskan dan meminta persetujuan dari pihak keluarga pasien”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Pelaksanaan informed consent itu dilakukan sesuai kondisi pasien, 
jika si pasien termasuk pasien emergency dan keluarganya belum ada, 
bisa dilakukan tindakan terlebih dahulu dengan alasan 
menyelematkan nyawa pasien, tetapi jika si pasien termasuk yang 
masih low emergency itu biasanya dilakukan 24 jam atau minimal 16 
jam sebelum dilakukan tindakan, nah kalau pasien operasi yang 
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direncanakan itu bisa sampai 36 jam persetujuan sebelum dilakukan 
tindakan operasi, begitu”.  
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Pelaksanaan persetujuan tindakan medis dilakukan sebelum pasien 
masuk ruang operasi dengan waktu sehari sebelum dilakukan 
tindakan operasi untuk operasi elektif. Sedangkan untuk jenis operasi 
CITO atau mendesak bisa dilakukan pennadatanganan informed 
consent setelah dilakukan operasi”.  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Untuk pasien emergency dapat dilakukan tindakan operasi segera 
kemudian dilakukan persetujuan medis dan pasien elektif atau 
drencanakan, bisa dilakukan tindakan operasi setelah 16-24 jam 
setelah pemberian informasi dan persetujuan”. 
 (As, 60 tahun, September 2018) 
 
“ Umunya itu Minimal sehari sebelum dilakukan operasi, tapi jika 
pasiennya , pasien darurat bisa dilakukan operasi langsung dengan 
atau tanpa persetujuan dari pihak keluarga ”.  
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
Lain halnya yang disampaikan oleh informan diatas, informan lain 
juga mengemukakan dalam wawancaranya mengatakan persetujuan 
tindakan medis dilakukan pada saat operasi telah dilakukan dan keluarga 
informan termasuk pasien emergency atau pasien CITO (mendesak). 
“Karena saya baru tiba, saya baru terima ini, itu artinya tidak cukup 
24 jam pelaksanaan perstujuan medisnya lalu dilakukan operasi ini 
karena katanya adik saya keadaannya darurat jadi harus segera 
dilakukan tindakan dengan atau tanpa persetujuan dari keluarganya 
dulu”.  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
b. Penanggung Jawab Persetujuan Medis 
Penanggung jawab persetujuan serta penandatanganan persetujuan 
medis (informed consent) dilakukan oleh dokter penanggung jawab tindakan 
operasi, pasien atau keluarga pasien serta perawat yang berperan sebagai 
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saksi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam oleh informan 
tentang penanggung jawab persetujuan tindakan medis.  
“Yang bertanda tangan dilembar pertama itu saya selaku keluarga 
pasien dengan dokter yang melakukan tindakan operasi, untuk 
lembaran kedua itu saya dan pasien sebagai saksi”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Penanggung jawab persetujuan medis itu dokternya dan saya”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Semua yang bertandatangan saya kira itu yang bertanggung jawab. 
Itu artinya bukan cuma saya, tetapi dokter dan perawatnya juga 
bertanggung jawab”.  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
“Jadi yang bertanggung jawab itu saya sebagai dokter jaga sekaligus 
dokter yang melakukan tindakan operasi, serta keluarga pasiennya 
karena telah bertanda tangan pada persetujuan medis artinya dia 
juga termasuk penanggung jawabnya, begitu”.  
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Yang namanya persetujuan medis itu dilakukan oleh dokter, jadi 
penanggung jawab penuhnya itu ada pada dokter yang menangani 
tindakan operasi”.  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Penanggung jawab informed consent adalah dokter, baik dokter 
umum, dokter spesialis, dokter jaga terlebih kepada dokter yang 
menangani tindakan operasi”. 
 (As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Persetujuan tindakan medis penanggung jawabnya ada dokter dan 
perawat. Dokter sebagai penanggung jawab penuh terhadap hukum 
maupun etik kedokteran sedangkan perawat bertanggung jawab 
karena bekerja untuk memperbantukan dokter”.  
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
Selain dari pada dokter dan keluarga pasien, perawat juga memiliki 
peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis 
sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara berikut: 
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“Sebagai perawat pelaksana di ruang operasi, kami hanya 
memeriksa kembali lembar informed consentnya apakah sudah 
lengkap atau belum. Karena kami tidak akan terima dan tidak bisa 
dilakukan operasi jika informed consentnya tidak lengkap. Kami juga 
sebagai pendamping dokter ketika operasi akan dilakukan.”.  
(Eh, 31 tahun, September 2018) 
 
“Perannya perawat sebagai saksi dalam pelaksanaan informed 
consent¸yang menyaksikan persetujuan atau penolakan tindakan 
medik, saksi penandatanganan, saksi telah diberikan informasi 
sebelumnya. Selain daripada itu kita sebagai saksi juga tanda tangan 
dilembar persetujuan tindakan medik. Dan yang jadi yang saksi itu 
adalah perawat dan pihak keluarga pasien”.  
(Pr, 29 tahun, September 2018) 
 
c. Prosedur Pelaksanaan Persetujuan Medis 
Berdasarkan hasil wawancara pada informan, prosedur pelaksanaan 
persetujuan tindakan medis untuk tindakan operasi dilakukan sama seperti 
untuk tindakan invasif lainnya, hanya saja yang membedakannya persoalan 
waktu dan jenis tindakannya. 
“Kalau prosedurnya saya tidak tau bagaimana”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Kalau persoalan teknis begitu kita tidak tau, kita ikut aturan saja 
apa disampaikan dokter atau perawatnya”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Untuk prosedurnya yaa itu, penandatanganan persetujuan medis 
sebelum dilakukan tindakan operasi.” 
 (Er, 30 tahun, September 2018) 
 
“Tidak ada prosedur khusus, intinya selesai penandatangan 
persetujuan medis, dapat dilakukan tindakan selanjutnya terkecuali 
bagi pasien emergency boleh dilakukan tindakan dulu baru 
persetujuan medis”. 
 (Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Alur khususnya tidak ada, kita tetap merujuk pada prosedur yang 
ada, yang membedakan itu hanya masalah waktunya. Untuk pasien 
emergency dapat dilakukan tindakan operasi terlebih dahulu setelah 
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itu baru bisa dilakukan persetujuan medis dan untuk pasien elektif 
atau drencanakan, bisa dilakukan tindakan operasi setelah 16-24 jam 
setelah persetujuan medis”.  
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Setelah pemberian informasi dan penandatangan persetujuan 
tindakan medis sudah bisa dilakukan operasi,kecuali pasien operasi 
yang mendesak”.  
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
d. Kesempatan bertanya  
Berdasarkan hasil wawancara mendalam daripada informan utama 
diperoleh jawaban yaitu selalu saja ada waktu dan kesempatan untuk bertanya 
hanya saja waktunya yang tidak banyak. 
“Iya, kita dikasih waktu untuk bertanya apapun itu yang menyangkut 
dengan tindakan yang akan dilakukan dokternya kepada anak saya” 
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Berhubung istiriku kemarin masih termasuk pasien low emergency 
yang tidak langsung dioperasi hari itu juga, jadi kesempatan 
bertanyanya itu bebas” 
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Kalau kesempatan bertanyanya saya ada, malah bisa dibilang 
banyak, karena saya datang pas tindakan operasinya sementara 
berlangsung, jadi saya menunggu selesai operasi baru bertanya 
sekaligus penandaanganan”. 
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh informan diatas, informan 
berikut juga mengungkapkan bahwa kesempatan bertanya selalu diberikan , 
namun waktu bertanyanya yang terbatas.   
“Kita selalu beri waktu untuk pasien dan keluarganya untuk bertanya, 
tetapi waktunya memang dibatasi sebelum tindakan dilakukan bagi 
pasien emergency, namun setelah dilakukan tindakan pasien dapat 
kembali bertanya kepada dokter ataupun perawatnya”. 
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
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“Sesempit apapun waktunya, kita tetap kasih kesempatan bertanya 
bagi mereka yang ingin bertanya sebelum tindakan dilakukan, hal ini 
dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pasien dan keluarga 
memberikan persetujuan tanpa harus merasa dipaksakan atau sesuai 
dengan kemauannya sendiri” 
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Sudah pasti diberi kesempatan bertanya, dan dokter pun harus selalu 
menjawab pertanyaan dari pasien atau keluarga pasien tersebut 
walaupun waktunya itu tidak banyak”. 
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Kalau ada yang ingin ditanyakan oleh pasien atau keluarganya 
kepada saya sebagai perawat, saya tidak berhak menjawab sekalipun 
jawabannya saya tau tanpa seizin dokter terlebih dahulu”. 
(Eh, 31 tahun, September 2018) 
 
e. Sanksi jika tidak dilakukan persetujuan medis 
Terdapat berbagai  hukum yang mengaitkan pelaksanaan informed 
consent yang dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari pasien dan 
keluarga pasien untuk dilakukan tindakan. Oleh karena itu terdapat pula 
beberapa sanksi didalamnya jika pelaksanaan informed consent itu ditiadakan. 
Sebagaimana dari hasil wawacara informan adalah sebagai berikut : 
“Bisa saja kita menuntut dokternya jika pelaksanaan informed 
consent itu ditiadakan, dalam hal ini kita tidak memperoleh hak kita 
untuk memperoleh informasi dan persetujuan tindakan” 
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Kita sebagai keluarga pasien hanya bisa menuntut jika salah satu 
hak kita tidak terpenuhi namun sanksinya seperti apa kita tidak tau” 
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Jika tidak dilakukan persetujuan medis kan kita merasa dirugikan 
juga, makanya kita bisa saja menuntut agar dokternya diberi sanksi 
yang sesuai”. 
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
“Sejauh ini kita tidak pernah tidak berikan informed consent, 
sekalipun itu pasiennya, pasien emergency, kita tetap berikan 
informed consentnya namun setelah dilakukan tindakan operasi. 
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“Kalau ditanya soal sanksi jika tidak dilakukan informed consent itu 
untuk dokter itu sesuai dengan etik kedokteran, akan dikenakan sanksi 
pencabutan izin praktik”. 
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Untuk sanksinya itu dapat dikenakan yang namanya sanksi 
administratif berupa pencabutan izin praktik”. 
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Sanksinya ada pada kode etik kedokteran tentang informed consent, 
silahkan kamu baca sendiri”. 
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Dalam hal dokter melakukan kelalaian dengan tidak melakukan 
persetujuan tindakan medis, kemudian dituntut bahwa terjadi 
kesalahan terhadap kewajiban informed consent, dokter hanya akan 
diberi sanksi administrasi yaitu berupa teguran hingga pencabutan 
izin praktik”. 
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
3. Isi dan Bahasa Informed Consent 
a. Bahasa yang digunakan 
Penggunaan bahasa untuk memperoleh informed consent yang 
memenuhi aspek hukum, dokter dalam memberikan informasi medis harus 
menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami pasien.  
“Adapun cara penyampaian informasinya menggunakan bahasa 
bahasa indonesia”.  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Bahasa yang digunakan dalam penyampaian isi formulir informed 
consent itu bahasa indonesia baku jadi masih saya mengerti kecuali 
bahasa inggris atau bahasanya orang kedokteran itu saya tidak 
mengerti”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Menggunakan bahasa indonesia dan penyampaian bahasanya 
mudah dimengerti”.  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
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Berdasarkan Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008, Penjelasan harus 
diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara 
lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. 
“Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia, tidak 
menggunakan bahasa medis atau bahas inggris. Hanya saja kadang 
menggunakan bahasa daerah jika dokter tau bahasanya dan keluarga 
pasien tidak begitu paham bahasa indonesia karena kesehariannya 
menggunakan bahasa daerah”.  
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Bahasa yang digunakan adalah bahasa umum kita orang indonesia 
yaitu bahasa indonesia. Namun tidak jarang kadang ada pasien atau 
keluarga pasien yang tidak begitu paham bahasa indonesia, sehingga 
menyulitkan dokter untuk berkomunikasi”.  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Secara umum, bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa 
indonesia, sehingga mudah untuk dipahami diberbagai kalangan”.  
(As, 60 tahun, September 2018 ) 
 
“Sudah jelas, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa sehari-hari 
kita yaitu bahasa indonesia. Kalaupun ada terselip bahasa daerah 
namun itu hanya sebagian kecil”. 
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
b. Kelengkapan isi informed consent 
Berdasarkan hasil wawancara mendalam oleh informan utama, bahwa 
kelangkapan isinya sesuai dengan apa yang terdapat dalam lembar informed 
consent , sebagai pendamping pasien atau keluarga pasien hanya bertanda 
tangan kemudian mempertanyakan yang ingin dipertanyakan. 
“Adapun isi informed consent yang diberikan kepada keluarga pasien 
terkait: Tindakan operasi yang dilakukan, Manfaat dilakukannya 
operasi, Risiko apa yang melekat pada operasi, Alternatif lain, Akibat 
jika operasi tidak dilakukan, Penangung jawab tindakan.”  
(Nw, 44 tahun, September 2018) 
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“Informed consent tindakan operasinya istriku diruang operasi berisi 
tindakan operasi yang yang dilakukan, risiko jika tidak dlakukan 
operasi, dokter penanggungjawabnya, mungkin kurang lebih begitu”. 
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Ya sesuai dengan apa yang di informed consentnya itu terisi semua, 
kita tinggal baca dan dipertanyakan yang mau dipertanyakan 
kemudian ditandatangan.”  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
Kelengkapan isi dari informed consent merupakan hal penting yang 
perlu diperhatikan , sebab informed consent sebagai bukti persetujuan 
dilakukannya tindakan sebagaimana yang terdapat dalam SOP yang 
dikatakan oleh informan berikut: 
“Iya harus lengkap sesuai apa yang ada pada SOP, tidak akan 
ditindak lanjuti oleh dokter spesialisnya jika informed consentnya 
tidak lengkap”.  
(Nh, 46 tahun, September 2018)  
 
“Sebelum diakukan, tindakan operasi, perawat memeriksa kembali 
kelengkapannya. Jadi kita tidak bisa lakukan operasi jika informed 
consentnya tidak lengkap. Kecuali keluarga pasien belum ada 
ditempat dan pasiennya dalam keadaan darurat, bisa setelah operasi 
baru penandatanganan persetujuan”  
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Kelengkapannya memang harus selalu diperhatikan, karena suatu 
saat jika terjadi hal yang tidak diiginkan maka persetujuan tersebut 
dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung  untuk tindakan. 
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Iya lengkap, karena informed consent juga dijadikan sebagai media 
untuk penunjang medik di rumah sakit ini. Jadi kelengkapannya selalu 
kita perhatikan”. 
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
Hal yang sama disampaikan juga oleh informan pendukung, bahwa 
kelengkapan informed consent itu merupakan hal utama yang harus 
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diperhatikan karena pada informed consent terdapat penandatanganan 
persetujuan medis yang dilakukan terhadap pasien kepada keluarganya. 
“Sebagai perawat pelaksana di ruang operasi, kami hanya 
memeriksa kembali lembar informed consentnya apakah sudah 
lengkap atau belum. Karena kami tidak akan terima dan tidak bisa 
dilakukan operasi jika informed consentnya tidak lengkap jadi harus 
dilengkapi dulu”.  
(Eh, 31 tahun, September 2018) 
 
“Perannya perawat sebagai saksi dalam pelaksanaan informed 
consent¸yang menyaksikan persetujuan atau penolakan tindakan 
medik, saksi penandatanganan, saksi telah diberikan informasi 
sebelumnya. Selain daripada itu kita sebagai saksi juga tanda tangan 
dilembar persetujuan tindakan medik. Jadi perawat saja sebagai saksi 
harus bertandatangan apalagi pihak pasien dan itu artinya semua 
berkas harus lengkap sebelum tindakan dilakukan”.  
(Pr, 29 tahun, September 2018) 
 
4. Dampak dan Harapan 
Berkaitan dengan dampak dan harapan yaitu dampak setelah dilakukannnya 
informed consent bagi keluarga pasien oleh dokter serta harapan bagi keluarga 
pasien setelah dilakukan informed consent dan tindakan.  
a. Dampak setelah pelaksanaan informed consent 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan bebrapa informan, terkait 
dampak setelah dilakukannya informed consent  itu adalah mulai dari 
perasaan lega dan  merasa bebas karen bahwa dengan diberlakukannya 
pelaksanaan informed consent sebelum tindakan tidak hanya sebatas 
perjanjian lisan tetapi juga perjanjian tertulis terhadap tindakan yang 
dilakukan. 
“Kalau ditanya dampaknya, sedikit lega, karena sewaktu-waktu ada 
sesuatu hal yang tidak diinginkan, tapi tidak diminta-minta kita bisa 
menuntut dari itu perjanjian tertulis”.  
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(Nw, 44 tahun, September 2018) 
 
“Sudah tidak jadi beban lagi kalau ada persetujuan tertulis begitu, 
malah bagus dibanding secara lisan saja karena kita merasa bebas 
sendiri kalau ada bukti begitu”.  
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Yaa begitu, persetujuan tertulis itu juga sebagai bukti tindakan, jadi 
kita juga merasa aman kalau ada perjanjian seperti itu”.  
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
Selain dari pada hal diatas yang telah disebutkan oleh informan utama, 
informan lainpun mengungkapkan bahwa dampak dari adanya pelaksanaan 
informed consent adalah sebagai bukti legal yang dapat digunakan jika terjadi 
masalah hukum antara pihak yang bersangkutan. 
“Kalau kita sebagai dokter dampaknya sangat banyak, salah satunya 
sebagai perlindungan hukum dan hak sebagai dokter, karena ini 
informed consent terdapat pada kode etik kedokteran dan apabila kita 
tidak laksanakan itu ada sanksinya”. 
 (Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Jadi dengan adanya informed consent itu kita sebagai dokter juga 
merasa lega karena telah melakukan kewajiban kita sebagai dokter 
telah terlaksana. 
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh dokternya, karena 
telah melakukan kewajibannya  sebagaimana yang terdapat pada etik 
kedokteran maupun yang ada pada SOP pelayanan medik”.  
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Akan berdampak juga pada citranya rumah sakit, karena ada unsur 
keterbukaan antara dokter dan keluarga pasien toh, selain itu bagi 
dokternya juga merasa enak dan santai melakukan tindakannya atas 
persetujuan dari keluarganya tanpa dimintai secara paksa begitu” 
(Has, 58 tahun, September 2018) 
 
 
 
b. Harapan setelah pelaksanaan informed consent 
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Harapan selalu menjadi hal utama bagi keluarga pasien yang 
mengharapkan kesembuhan terhadap keluarganya, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh informan berikut:  
“Setiap pasien maupun keluarga pasien mengharapkan kesembuhan 
begitupun dengan saya yang mengharapkan kesembuhan untuk anak 
saya agar bisa beraktifitas kembali”. 
(Nw, 46 tahun, September 2018) 
 
“Ditanya soal harapan, kita tidak berharap lebih, hanya berharap 
kesembuhan, itu saja”. 
(Ah, 50 tahun, September 2018) 
 
“Harapannya agar operasi berjalan lancar dan adik saya segera 
pulih kembali”. 
(Er, 30 tahun, September 2018) 
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh keluarga pasien tersebut, harapan 
dokter juga menginginkan untuk kesembuhan bagi pasien. 
“Selain daripada kelancaran proses tindakan operasi yang dilakukan, 
juga kami berharap dengan adanya informed consent tersebut 
keluarga pasien lebih mempercayai atas tindakan apa yang akan 
lakukan”. 
(Nh, 46 tahun, September 2018) 
 
“Kami sebagai dokter akan melakukan yang terbaik untuk 
kesembuhan pasien, berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam 
informed consent dan apa yang telah kami informasikan” 
(Fr, 42 tahun, September 2018) 
 
“Setelah persetujuan tindakan medis oleh pasien ataupun 
keluarganya  itu berarti mereka telah menyerahkan semuanya kepada 
dokter yang bertanggung jawab termasuk harapan dan kesembuhan 
keluarganya”. 
(As, 60 tahun, September 2018) 
 
“Jadi harapannya itu sesuai dengan motto rumah sakit yaitu 
kesembuhan pasien adalah kebahagiaan kami dan kebahagiaan 
pasien adalah kebanggaan kami”. 
(Has, 58 tahun, September 2018) 
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C. Pembahasan 
Hubungan antara dokter dan pasien dalam suatu tindakan pengobatan 
adalah hubungan yang berdasarkan atas kepercayaan. Seorang pasien datang 
kepada dokter untuk diberikan pelayanan medis berupa pengobatan termasuk 
didalamnya tindakan operasi. Dalam pelayanan medis, baik tenaga kesehatan 
maupun pasien, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satu hak pasien terkait dengan tindakan 
yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, pasien mempunyai hak untuk 
mendapatkan penjelasan lengkap dari dokter tentang rencana tindakan medis yang 
akan dilakukan serta menolak tindakan medis yang akan dilakukan bila ada 
keraguan. 
Secara normal pelayanan medis di rumah sakit di awali dengan sebuah 
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed consent 
itu sendiri pada prinsipnya adalah persetujuan dari pasien dan keluarganya atas 
tindakan medik yang akan dilakukan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter, 
namun demikian dalam keadaan darurat informed consent secara hukum dapat 
ditiadakan dengan dasar dokter harus bisa menjelaskan alasan tidak dilakukannya 
informed consent, sehingga tidak terjadi salah persepsi hak pasien telah 
ditiadakan. 
Untuk pelaksanaan informed consent pada pasien operasi dengan status 
emergency  dan harus segera dilakukan tindakan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji Makassar, dapat  dilakukan setelah tindakan operasi dilaksanakan dan 
termasuk dalam implied emergency consent yaitu pasien gawat darurat yang dapat 
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mengancam jiwanya dan untuk menyelamatkan kehidupan. Allah swt berfirman 
dalam QS Al-Maidah/5:32 yang berbunyi:  
 ... ôtΒ uρ $ yδ$uŠôm r& !$uΚ ¯Ρr' x6 sù $ uŠômr& }¨ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰s)s9 uρ óΟ ßγø?u !$ y_ $ uΖè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7 ø9 $ Î/ 
¢ΟèO ¨βÎ) # Z ÏW x. Οßγ ÷ΨÏiΒ y‰÷èt/ šÏ9≡ sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθèùÎô£ßϑs9 ∩⊂⊄∪    
Terjemahnya: 
 “Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-
akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya 
rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah 
itu melampaui batas dibumi”. (Departemen Agama RI, 2012) 
 
Berdasarkan ayat diatas menjelaskan sejarah kemanusiaan merupakan 
mata rantai yang saling berhubungan, karena itu , terputusnya sebuah mata rantai 
akan mengakibatkan musnahnya sebagian besar umat manusia. 
Secara khusus ayat diatas dapat pula diartikan bahwa mereka yang 
memiliki pekerjaan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter dan 
perawat, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau 
menyelamatkan orang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan masyarakat 
dari kehancuran.  
Berikut gambaran tinjauan pelaksanaan informed consent pada tindakan 
operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar tahun 2018. 
1. Tempat dan Pemberian Informasi 
a. Tempat pelaksanaan informed consent 
Tempat pelaksanaan pemberian informasi dan informed consent  dilakukan 
pada tiga tempat yaitu yang pertama diruang pendaftaran pasien yaitu pada saat 
pendaftaran dirumah sakit pasien dan keluarga harus menerima komunikasi 
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informasi kesehatan sesuai kebutuhan pasien serta berhak menanyakan hak dan 
kewajibannya selama dirumah sakit, yang kedua dikamar periksa, ruang gawat 
darurat, ruang rawat inap dan lain-lain, dan yang ketiga diruang perawatan, 
diruang perawatan peran perawat sangat penting karena memiliki waktu yang 
paling banyak bertemu dengan pasien dan keluarga. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ruang Instalasi Gawat 
Darurat RSUD Haji Makassar, bahwa pada tempat pelaksanaan pemberian 
informasi dan informed consent pada keluarga pasien tidak memiliki ruangan 
khusus, tempat pelaksanaannya dilakukan dimana saja dengan kondisi ruangan 
yang kondusif dan tidak bising, hal ini agar penyampaian informasi dapat diterima 
dengan baik oleh pasien ataupun keluarga pasien.  
b. Tujuan pemberian informasi  
Pemberian informasi kesehatan kepada pasien dan keluarga adalah 
kegiatan pemberian informasi kesehatan kepada pasien dan keluarga dan 
merupakan hak pasien dalam memperoleh informasi mengenai proses pelayanan, 
informasi medis, diagnosis pasien, rencana pengobatan penyakit, serta pelayanan 
lainnya selama pasien dirawat dirumah sakit.  
Tujuan pemberian informasi kesehatan bagi pasien dan keluarga adalah 
untuk melibatkan pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan terhadap 
tindakan atau proses pelayanan. 
Pemberian informasi kesehatan bagi pasien dan keluarga dilakukan oleh 
petugas kesehatan yang berperan dalam pemberian asuhan dan pelayanan dirumah 
sakit. 
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Tenaga kesehatan yang berperan dalam pemberian informasi kesehatan 
adalah dokter penanggung jawab pasien. Perawat sebagai bagian dari tim medis 
berkewajiban membantu dokter dalam memberikan penguatan pendidikan 
kesehatan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Instalasi Gawat 
Darurat RSUD Haji Makassar bahwa pemberian informasi dilakukan sesuai 
dengan apa yang terdapat pada SOP yaitu pemberian informasi pelayanan kepada 
pasien dan keluarga mengenai fasilitas rumah sakit, asuhan pelayanan, rencana 
pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan, pasien dan keluarga juga dapat memahami dan 
mengerti informasi pelayanan serta dapat membuat keputusan tanpa rasa takut dan 
terpaksa. Selain itu penjelasan akan diberikan kembali kepada keluarga pasien jika 
terjadi kesenjangan ditengah operasi. 
c. Informasi yang disampaikan  
Penyampaian informasi cukup disampaikan secara lisan, agar dapat terjalin 
komunikasi dua arah (tanya-jawab). Dalam hal pasien menolak untuk menerima 
informasi, maka dokter dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga 
dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi (Permenkes 
290 Tahun 2008). 
Pada penelitian yang dilakukan di RSUD Haji Makassar dapat 
disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan adalah atas apa yang terdapat 
dalam persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran  yang diterapkan di RSUD 
Haji Makassar diantaranya adalah  
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1) Diagnosis 
2) Tindakan medis yang akan dilakukan 
3) Indikasi tindakan 
4) Tata cara 
5) Tujuan 
6) Risiko dan komplikasi 
7) Prognosis 
8) Dan alternatif lain 
d. Kendala pemberian informasi  
Komunikasi yang efektif merupakan kombinasi antara seni dan ilmu. 
Setidaknya, salah satu dari kunci keberhasilan adalah penerapan metodologi 
komunikasi kesehatan ilmiah serta sistematis bagi kesehatan masyarakat. (M.Fais 
Satrianegara, 2014) 
Kendala pemberian informasi berdasarkan hasil penelitian sangat 
beragam, dan yang paling umum terjadi adalah penyampaian informasi yang 
kurang efektif diakibatkan karena penggunaan bahasa yang kurang dimengerti 
oleh dokter maupun pasien, selain itu tidak adanya umpan balik dari pasien dan 
keluarga terhadap pemberian informasi dan penjelasan yang telah disampaikan 
oleh dokter. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Dinda Piranti Arumsari, Etika 
Emliyanti dan Aat Sriati (Hambatan Komunikasi Efektif Perawat dengan 
Keluarga Pasien Dalam Perspektif Perawat) bahwa setiap daerah bahkan setiap 
negara memiliki bahasanya masing-masing dengan adanya perbedaan bahasa 
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dapat mempengaruhi komunikasi yang ada sehingga penyampaian informasi 
menjadi kurang efektif.  
2. Waktu dan Persetujuan Medis (Informed Consent) 
a. Waktu pelaksanaan persetujuan medis 
Pada umumnya pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat adalah 
pasien yang membutuhkan pertolongan dengan cepat dan tepat. Untuk itu harus 
ada standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan 
kompetensi dan kemampuan tenaga kesehatan yang melayaninya, sehingga dapat 
menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan response time yang cepat dan 
penanganan yang tepat.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 juga 
secara tegas ditetapkan bahwa “Dalam keadaan gawat darurat untuk 
menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan tindakan medis 
(informed consent)”. Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah 
memungkinkan segera diberikan penjelasan serta persetujuan. Hal tersebut 
mempermudah seorang pasien untuk dilakukan tindakan selanjutnya, sebagaimana 
Rasulullah saw bersabda : 
“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti 
Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. 
Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah 
akan memudahkannya didunia dan di akhirat. Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong 
saudaranya”. (H.R. Muslim) 
 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadis di atas telah 
menunjukkan bahwa Allah menyukai orang yang saling membantu satu sama lain. 
Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya. Orang yang memudahkan 
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atau membantu orang yang tengah kesulitan juga akan Allah balas kebaikannya 
itu dengan memudahkan segala urusannya. Jika ia sedang ditimpa kesulitan, maka 
Allah akan membantu agar terlepas dari kesulitan yang tengah dihadapinya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut sejalan dengan penelitian yang di 
lakukan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar bahwa waktu 
pelaksanaan informed consent bagi pasien CITO atau pasien operasi emergency 
dapat dilakukan setelah tindakan, sedangkan untuk pasien yang masih termasuk 
false  emergency dilakukan 24 jam dan atau minimal 16 jam sebelum dilakukan 
tindakan operasi.  
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Christilia C. Wagiu (Informed 
Consent di Instalasi Gawat Darurat RSUP Prof. Dr. R. D Kandau Manado) bahwa 
pada RSUP Prof. Dr. R. D Kandau Manado informed consent tetap ada. Pada saat 
pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dokter triase akan menilai apakah pasien 
ini termasuk true emergency atau false emergency, bila pasien dalam keadaan true 
emergency atau bisa dikatakan membutuhkan tindakan segera maka persetujuan 
dimintakan secara lisan terlebih dahulu, baru setelah selesai tindakan dokter akan 
memintakan tanda tangan pada lembar informed consent. 
b. Penanggung jawab Persetujuan Medis  
Dokter memiliki tanggung jawab yang harus mereka pahami dalam hal 
pelayanan medis atau praktek kedokteran yang mereka lakukan, ada beberapa 
rambu-rambu yang harus diperhatikan dan ditaati, yaitu KODEKI (Kode Etik 
Kedokteran Indonesia) yang telah disepakati bersama dalam ikatan profesinya dan 
peraturan Negara yang berbentuk undang-undang. 
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Penanggung  jawab dari persetujuan medis pada Instalasi Gawat Darurat 
RSUD Haji Makassar adalah dokter yang akan melakukan tindakan medis, karena 
hanya dokter yang tau persis tentang masalah kesehatan pasien dan hal-hal yang 
berkaitan dengan tindakan medis tersebut, selain itu tanggung jawab dokter 
memang dapat didelegasikan kepada dokter lain atau perawat namun jika terjadi 
kesalahan dalam memberikan persetujuan medis, maka tanggung jawabnya tetap 
pada dokter yang memberikan delegasi. Itu sebabnya hanya dokter yang 
bertanggung jawab terhadap persetujuan tersebut. 
Sikap bertanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan 
kita, baik dalam hal beribadah, pekerjaan maupun hubungan dengan sosial. Tanpa 
adanya rasa tanggung jawab maka sudah dipastikan kehidupan akan berantakan. 
Islam pun mengajarkan kita untuk megutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini 
terbukti dari QS al-Mudatsir/74:38 
‘≅ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ 
 
Terjemahnya:  
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 
dilakukannya”.(Departemen Agama RI, 2012) 
 
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dan sebagai 
penanggung  jawab persetujuan tindakan medis (informed consent), dokter harus 
menyadari bahwa informed consent benar-benar dapat menjamin terlaksananya 
hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan sehingga dapat 
dipertanggung jawabkan. 
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c. Prosedur pelaksanaan Persetujuan Medis  
Setiap tindakan medis yang diberikan informasi harus serta dibuat 
informed consent dan hal-hal yang menyangkut keperluan administrasi di luar 
pembuatan informed consent, perlu dibuatkan surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh pasien atau keluarganya. Berdasarkan SK Direktur 
No.245/TU/RSUD/I/2016 tanggal 11 januari 2016 tentang kebijakan pelayanan 
rekam medis RSUD Haji Makassar.  
Prosedur pelaksanaan persetujuan tindakan  medis atau informed consent 
telah tertuang dalam SOP informed consent , yaitu sebagai berikut: 
1) Dokter harus memberikan penjelesan sebelum tindakan dilakukan. 
2) Dokter harus menandatangani formulir sebagai bukti bahwa telah 
diberikan informasi/penjelasan 
3) Sebelum dilakukan tindakan medis harus ada persetujuan pasien dan 
keluarga. 
4) Semua pasien yang akan dilakukan tindakan medis harus menandatangani 
formulir persetujuan tindakan medis. 
5) Formulir persetujuan/penolakan tindakan medis harus diisi lengkap dan 
ditandatangani oleh: 
(a) Pasien atau keluarganya 
(b) Dokter yang malakukan tindakan 
(c) Saksi dua orang (satu orang perawat dan satu orang keluarga pasien) 
6) Yang berhak menandatangani persetujuan tindakan adalah pasien itu 
sendiri dengan usia > 18 tahun dan dalam keadaan sadar penuh, , dan jika 
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pasien < 18 tahun atau tidak sadar dapat diwakilkan oleh orang tua/wali 
atau keluarganya. 
Sejalan dengan ketentuan prosedur yang diterapkan pada RSUD Haji 
Makassar, informan “Nh” mengungkapkan bahwa adapun prosedurnya itu sama 
saja dengan tindakan invasif lain yang sesuai dengan prosedur persetujuan 
tindakan medis yang ada di Rumah sakit ini, hanya saja jenis tindakan nya yang 
berbeda. 
Informan “As” juga mengungkapkan hal yang sama bahwa alur khususnya 
tidak ada, kita tetap merujuk pada prosedur yang ada, yang membedakan itu 
hanya masalah waktunya. Untuk pasien emergency dapat dilakukan tindakan 
operasi terlebih dahulu setelah itu baru bisa dilakukan persetujuan medis dan 
untuk pasien elektif atau drencanakan, bisa dilakukan tindakan operasi setelah 16-
24 jam setelah persetujuan medis. 
d. Kesempatan bertanya  
KKI atau Konsil Kedokteran Indoesia sebagai lembaga yang mengawal 
kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran,  dalam pelayanan informed consent harus 
terjadi diskusi antara dokter dan pasien/keluarganya. Setelah keputusan diajukan 
pun seorang dokter harus memastikan kembali apakah benar-benar sudah mantap 
untuk menerima tawaran tindakan dari dokter. Hal tersebut diperkuat berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar 
bahwa dokter dalam memberikan penjelasan rencana tindakan yang akan 
dilakukan memberikan kesempatan untuk berdiskusi kepada pasien/keluarganya. 
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Dengan demikian harapan bahwa keputusan yang diambil oleh pasien atau 
keluarganya secara mandiri tidak ada tekanan dari pihak lain dapat tercapai. 
e. Sanksi tidak dilakukan Persetujuan Medis  
Dalam pelayanan kesehatan hubungan pasien dan dokter merupakan 
hubungan terapeutik, karena hubungan antara dokter dan pasien tertuang dalam 
peraturan perundang-undangan baik sanksi pidana berupa persetujuan tindakan 
medis yang dipersamakan dengan adanya penganiayaan, sanksi perdata yaitu 
tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien dan keluarganya 
maupun sanksi administrasi berupa pencabutan izin praktik. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Haji 
Makassar dengan mewawacari beberapa informan mengungkapkan bahwa sanksi 
jika tidak dilakukan persetujuan tindakan medis dapat dikenakan sanksi 
administrasi berupa teguran hingga pencabutan surat izin praktik dokter. 
3. Isi dan Bahasa Informed Consent 
a. Bahasa yang digunakan  
Penggunaan bahasa oleh dokter dalam menjelaskan rencana tindakan 
medis kepada pasien/keluarganya merupakan hal yang sangat  penting, karena 
adanya perbedaan pengetahuan dokter dan pasien/keluarganya, mengenai materi 
yang harus dijelaskan kepada pasien, biasanya merupakan istilah-istilah 
kedokteran, dan adanya perbedaan status sosial, ketersediaan waktu dokter, beban 
tugas cukup banyak, dapat mengakibatkan komunikasi kurang efektif.  
Hal ini serupa dengan penelitian Endang Fouriana listyawati 
(Komunikasi yang relevan dan efektif antara dokter dan pasien), efektif atau 
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tidaknya komunikasi yang berlangsung tergantung dari tata cara dan bahasa yang 
digunakan dalam pemberian informasi. Penggunaan bahasa kedokteran sekiranya 
tidak memberikan pemahaman banyak oleh pasien atau keluarganya. 
Penelitian yang dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji 
Makassar terkait penggunaan bahasa dalam pelaksanaan informed consent  sejalan 
dengan ketentuan dalam Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008, bahwa penjelasan 
harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara 
lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman pasien atau keluarganya. 
Oleh karena itu sekiranya informasi yang diberikan oleh dokter terhadap 
pasiennya disampaikan dalam bahasa sederhana yang digunakan sehari-hari 
misalnya berbahasa daerah agar mudah dimengerti oleh pasien. Seperti diketahui 
kebanyakan pasien adalah awam dengan bahasa kedokteran dan  tidak semua 
istilah-istilah kedokteran dapat diterjemahkan dengan mudah ke dalam bahasa 
orang awam. 
b. Kelengkapan isi informed consent 
Pada dasarnya kelengkapan isi dari informed consent  merupakan hal 
yang penting dan perlu diperhatikan, karena sekiranya tidak akan dilakukan 
tindakan operasi jika lembar informed consent  tidak terisi lengkap. 
Hal tersebut dikemukakan oleh informan “Nh” bahwa harus lengkap 
sesuai apa yang ada pada SOP, tidak akan ditindak lanjuti oleh dokter spesialisnya 
jika informed consent nya tidak lengkap. 
Informan “Fr” sebelum diakukan tindakan operasi, perawat memeriksa 
kembali kelengkapannya. Jadi kita tidak bisa lakukan operasi jika informed 
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consentnya tidak lengkap. Kecuali keluarga pasien belum ada ditempat dan 
pasiennya dalam keadaan darurat, bisa setelah operasi kemudian penandatanganan 
persetujuan. 
Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat 
RSUD Haji Makassar bahwa sejauh ini proses pelaksanaan dan kelengkapan 
informed consent  bagi pasien tindakan operasi terpenuhi sesuai dengan standar 
yang ada pada rumah sakit hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari salah 
satu informan bahwa perannya perawat sebagai saksi dalam pelaksanaan informed 
consent¸ yang menyaksikan persetujuan atau penolakan tindakan medik, saksi 
penandatanganan, saksi telah diberikan informasi sebelumnya. Selain dari pada itu 
kita sebagai saksi juga tanda tangan dilembar persetujuan tindakan medik. Jadi 
perawat saja sebagai saksi harus bertanda tangan apalagi pihak pasien dan itu 
artinya semua berkas harus lengkap sebelum tindakan dilakukan. 
4. Dampak dan Harapan  
a. Dampak setelah pelaksanaan informed consent 
Pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan antara dokter dan pasien 
merupakan hubungan atas dasar kepercayaan (trust). Hal ini dapat menimbulkan 
berbagai dampak terhadap pasien maupun dokter. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Instalasi Gawat 
Darurat bahwa setelah pelaksanaan informed consent memberikan dampak yaitu 
mulai dari perasaan lega karena tidak hanya perjanjian lisan tetapi juga perjanjian 
tertulis terhadap tindakan yang dilakukan yang sewaktu-waktu dapat 
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dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian dari pada itu lepasnya tanggung 
jawab dokter terhadap satu pelayanan persetujuan tindakan medis.  
b. Harapan setelah pelaksanaan informed consent 
Harapan pasien, dokter dan perawat tentang pelaksanaan informed 
consent tindakan operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar. 
Keinginan atau hasrat yang diungkapkan atau ditunjukkan oleh individu 
merupakan harapan (Nurrachmah Elly, 2005). Harapan merulakan salah satu 
domain pemahaman dans spiritual dari individu terhadap kehidupan. 
Penelitian menemukan harapan untuk sembuh dan pulih kembali adalah 
harapan utama dari pasien. Sesuai dengan motto rumah sakit yaitu kesembuhan 
anda adalah kebahaagiaan kami, dan kebahagiaan pasien adalah kebahagiaan 
kami.  
Sedangkan harapan dari dokter yaitu dengan adanya informed consent 
yang diberikan kiranya dapat lebih mempercayai dan menyerahkan semuanya 
kepada dokter termasuk harapan dan kesembuhan bagi pasien untuk selalu 
mementingkan hak pasien dengan selalu memberikan usaha terbaiknya dalam 
melakukan suatu tindakan.  
D. Keterbatasan Peneliti 
1. Waktu luang yang dimiliki oleh informan untuk bisa dilakukan wawancara 
susah untuk didapatkan karena berbagai alasan salah satunya karena 
banyaknya pasien yang sedang ditangani. Sehingga peneliti kesulitan 
dalam mengambil waktu penyusunan hasil data wawancara 
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2. Pemahaman Informan yang kurang mengetahui tentang Penelitian ini 
sehingga peneliti harus menjelaskan maksud dan tujuan pada penelitian 
ini. 
3. Kurangnya dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang  
“Tinjauan pelaksanaan Informed Consent Pada Tindakan Operasi di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 2018”, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Tempat dan Pemberian informasi pelaksanaan informed consent 
dilakukan diruangan mana saja yang kondusif dan tidak bising, serta 
pemberian informasi yang berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku di 
RSUD Haji Makassar. 
2. Waktu dan persetujuan tindakan medis (informed consent)  operasi 
dengan keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak 
diperlukan persetujuan tindakan medis (informed consent), hal ini sesuai 
dengan penelitian bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan medis dapat 
dilakukan setelah tindakan operasi. 
3. Isi dan bahasa dalam informed consent , pada umumnya dokter 
menjelaskan dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah 
dipahami oleh pasien yaitu bahasa Indonesia. 
4. Pelaksanaan informed consent memberikan dampak dan harapan kepada 
pasien dan tenaga kesehatan bahwa informed consent memberi rasa aman 
dalam melakukan tindakan medis serta sebagai bentuk rasa percaya 
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pasien terhadap dokter untuk lebih mempecayai dan menyerahkan 
semuanya termasuk harapan untuk kesembuhan pasien.  
B. Saran 
1. Diharapkan kepada pihak rumah sakit agar menyediakan ruang khusus 
untuk pelaksanaan pemberian informasi agar penyampaian informasi 
menjadi lebih efektif dan mudah dimengerti oleh pasien dan keluarga.  
2. Diharapkan kepada pihak rumah sakit agar melakukan penyegaran 
tentang informed consent maupun ketentuan yang mengatur informed 
consent  kepada pasien operasi dengan status gawat darurat sekaligus 
melakukan kegiatan sosialisasi dan evaluasi terhadap informed consent  
kegawat daruratan serta dokter juga harus menjelaskan alasan mengapa 
tindakan medis yang dilakukan tidak memerlukan informed consent hal 
ini agar terjadi salah persepsi antara dokter dan pasien. 
3.  Dokter hendaknya lebih meningkatkan komunikasi dan penggunaan 
bahasa yang baik  yang mudah dimengerti dengan pasien atau keluarga 
pasien, sebab dengan komunikasi yang baik maka penerapan persetujuan 
tindakan medik (informed consent) dapat berjalan dengan baik. 
4. Dokter juga diharapkan untuk selalu mementingkan hak pasien dengan 
selalu memberikan usaha terbaiknya dalam melakukan suatu tindakan.  
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Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Pada Tindakan Operasi  
di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar 
Tahun 2018 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 
Lama Wawancara : 
A. KARAKTERISTIK INFORMAN 
Nama   : 
Umur   : 
Pendidikan  : 
Jabatan  : 
B. PEDOMAN WAWANCARA 
Variabel Pertanyaan Probing 
Tempat dan 
Pemberian 
Informasi 
1.Dimana tempat 
pelaksanaan 
pemberian 
informasi dan 
informed consent ? 
1. Apakah ada tempat/ruangan khusus pemberian 
informasi ? 
2. Apa  tujuan dalam penyampaian informasi ? 
3. Apakah informasi yang disampaikan?  
4. Siapa saja yang terlibat dalam pemberian 
informasi? 
5. Kapan dilakukan pemberian informasi ? 
6. Bagaimana alur pemberian informasi kepada 
pasien/keluarga pasien ? 
7. Apa saja kendala dalam penyampaian informasi ? 
Waktu dan 
Persetujuan medis 
1. Kapan 
dilakukan 
persetujuan 
medis ? 
1. Apakah ada waktu tertentu untuk melakukan 
persetujuan medis ? 
2. Siapa saja tenaga kesehatan yang terlibat dalam 
pemberian persetujuan medis ? 
3. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
penanandatangan persetujuan medis ? 
4. Apaka diberi kesempatan untuk bertanya? 
5. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam 
pemberian persetujuan medis? 
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam 
memberikan persetujuan medis ? 
7. Apa sanksi jika tidak dilakukan tindakan medis? 
Isi dan Bahasa 1. Bagimana isi dan 
bahasa yang 
digunakan dalam 
informed 
consent? 
1. Apakah isi yang terdapat dalam lembar informed 
consent  berupa diagnosis dan tindakan yang akan 
dilakukan? 
2. Bagaimana kelengkapan isi dari formulir 
informed consent? 
3. Bagaimana penggunaan bahasa dalam pemberian 
informed consent?  
Dampak dan 
Harapan 
1. Bagaimana 
dampak dan 
harapan setelah 
dilakukan 
persetujuan 
tindakan medis? 
1. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah 
persetujuan medis? 
2. Apa harapan setelah dilakukan persetujuan 
tindakan medis ? 
3. Kepada siapa ditujukan harapan setelah 
persetujuan medis tersebut? 
4. Apakah ada bentuk evaluasi setelah pelaksanaan 
persetujuan medis ? 
5. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan 
setelah persetuan medis? 
6. Siapa pelaksana evaluasi pelaksanaan persetujuan 
medis tersebut? 
  
PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN 
(CONSENT) 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama (inisial)    : 
Umur     : 
Pekerjaan    : 
Alamat    : 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan 
memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat dari 
penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh kesadaran dan tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 
            
       Makassar, …………………..2018 
  Saksi                Yang menyatakan 
       
( ………………………………)     ( ……………………………) 
 MATRIKS HASIL WAWANCARA PADA INFORMAN 
 
1. TEMPAT DAN PEMBERIAN  INFORMASI 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
1. Tempat 
pelaksanaan 
informed 
consent 
NW 
 
“Tempat pelaksanaannya itu 
informed consent operasi 
dilakukan  diruangan yang 
kondusif kata dokternya agar 
tidak terganggu sama yang lain, 
supaya itu informasi yang 
disampaikan juga bisa diterima 
dengan baik”. 
Tempat pelaksanaan informed 
consent tindakan operasi dilakukan 
diruangan yang dianggap kondusif 
oleh dokter yang tidak terganggu 
oleh pihak lain, sehingga informasi 
yang disampaikan dapat diterima 
dengan baik. 
Tempat 
pelaksanaan 
pemberian 
informasi dan 
informed consent 
pada keluarga 
pasien tidak 
memiliki ruangan 
khusus, tempat 
pelaksanaannya 
dilakukan dimana 
saja dengan 
kondisi ruangan 
yang kondusif dan 
tidak bising, hal ini 
agar penyampaian 
informasi dapat 
diterima dengan 
baik oleh pasien 
ataupun keluarga 
pasien. 
 
 
AH “Untuk tempatnya itu kemarin 
dek di instalasi gawat darurat”. 
Di instalasi gawat darurat dek. 
  ER “Di IGD tadi  dek”. Di instalasi gawat darurat dek. 
  NH “Kalau begitu dek biasanya 
memang dilakukan dimana saja 
kita mau yang penting bisa  
didengar baik sama keluarga 
pasiennya” 
Biasanya dilakukan dimana saja 
dengan suasana yang mendukung 
agar didengar baik oleh keluarga 
pasien. 
  FR “Adapun itu tempat pemberian 
informasinya kadang dilakukan 
ditempat mana yang paling 
kndusif untuk diberikan 
informasinya asal ruangannya 
itu tidak peuh dengan 
kebisingan begitu.” 
Adapun tempat pemberian 
informasinya, dilakukan ditempat 
yang kondusif yang tidak penuh 
dengan kebisingan. 
 
  AS “Kalau ditanya masalah 
tempatnya itu ya di IGD kalau 
“Biasanya itu tempatnya dilakukan 
di IGD kalau pasiennya pasien yang 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
pasiennya pasien emergency, 
kecuali memang untuk pasien 
operasi elektif begitu yang 
direncanakan biasanya diberi 
memang informasi diruang 
perawatan begitu” 
emergency, kecuali bagi pasien 
operasi elektif biasanya diruang 
perawatan”.  
  HAS “Kalau dibilang masalah 
tempat itu tidak ada ruang 
khususnya ji memang, hanya 
biasanya itu dokter mencari 
ruangan yang tidak ribut itu 
supaya yang disampaikan juga 
bisa diterima dengan baik dan 
tidak lari kemana-mana” 
Tidak ada ruang khusus memang, 
hanya saja dokter biasanya mencari 
tempat yang tidak bising agar yang 
disampaikan juga tidak kemana-
mana. 
 
  EH “Tergantungji dek, dimana-
mana dokter mau kasih itu 
informed consent, yang jelas 
tidak ada ruangan khususnya 
kalau begitu” 
Tergantung dari dokternya yang 
memberi informed consent, yang 
jelas tidak ada ruang khusus untuk 
itu. 
 
  PR “Kalau tempatnya itu intinya 
sebelum pasiennya dibawa 
keruang operasi, jadi bisajadi 
dia dikasih di igd atau druang 
dokternya memang atau 
dimanalah”. 
Kalau tempat pelaksanaannya, 
sebelum pasien masuk ruang 
operasi. Bisa jadi diruang IGD, 
ruang khususnya dokter atau dimana 
saja. 
2. Tujuan 
pemberian 
informasi 
 
NW 
 
“Agar ketika sudah berlangsung 
operasi, maka tidak adami lagi 
bisa dipertanyakan tentang 
apapun itu hubungannya 
dengan persetujuan medis”. 
Agar ketika dilakukan operasi, tidak 
ada lagi yang dipertanyakan terkait 
itu persetujuan medis 
 
 
 
 
Pemberian 
informasi   AH “Itu dilakukan agar kita bisa Agar kita bisa lebih paham dan dapat 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
paham dan mengerti sehingga 
kita sebagai keluarga pasien 
dapat mengambil keputusan 
sendiri untuk dilakukan 
persetujuan tndakan 
selanjutnya”. 
mengambil keputusan sendiri untuk 
persetujuan tindakan medis 
selanjutnya 
dilakukan sesuai 
dengan apa yang 
terdapat pada SOP 
yaitu pemberian 
informasi 
pelayanan kepada 
pasien dan 
keluarga mengenai 
fasilitas rumah 
sakit, asuhan 
pelayanan, rencana 
pengobatan dan 
tindakan yang 
akan dilakukan. 
 
  ER “Kita diberikan informasi sesuai 
apa yang ada pada informed 
consent, jadi itu tujuannya ya 
untuk mengetahui isi dan 
maksud dari informed consent”. 
Untuk megetahui isinya itu 
persetujuan medis 
  NH “apa tujuannya itu yaa, 
pelaksanaan pemberian 
informasi itu dilakukan sesuai 
dengan SOP Rumah sakit, yaitu 
bisa diberikan informasi sambil 
si pasien atau keluarganya 
membaca informed consent, 
dokter juga sudah bisa sekalian 
menjelaskan apa maksud dari 
informed consent itu” 
Pelaksanaan pemberian informasi 
dilakukan sesuai Standar 
Operasional Prosedur Rumah Sakit 
yaitu dilakukan sembari keluarga 
pasien membaca isi informed consent 
, dokter menjelaskan semua yang ada 
dilembar informed consent. 
  FR “Adapun pemberian 
informasinya itu dilakukan 
untuk memberi informasi yang 
lengkap kepada pasien dan 
keluarganya untuk bisa 
dilakukan persetujuan tindakan 
medik.” 
Pemberian informasi dilakukan 
untuk memberikan informasi yang 
cukup kepada pasien dan keluarga 
untuk persetujuan tindakan medik. 
 
  AS “Semua kegiatan dirumah sakit 
ini itu ada semua sopnya , baik 
itu informed consent, rekam 
Semua ada SOP nya, baik informed 
consent, rekam medik semua ada 
SOP nya. Jadi semua yang dilakukan 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
medik semuanya ada SOP nya, 
jadi semua yang dilakukan itu 
harus berdasarkan aturan” 
berdasarkan aturan. 
 
  HAS 
 
“Jadi itu dek, semua tindakan 
dan semua tndakan yang ada 
dirumah sakit itu ada SOPnya 
termasuk dalam hal pemberian 
informasi  informed consent 
yang merupakan bagian 
terpenting dalam pelayanan 
dirumah sakit bagi pasien dan 
keluarganya”. 
 
Semua tindakan atau kegiatan 
dirumah sakit ini ada SOP nya 
termasuk pemberian informasi itu 
adalah bagian terpenting dari proses 
pelayanan yang ada dirumah sakit 
bagi pasien dan keluarganya. 
 
  EH “Itu pemberian informasi dek, 
penting sekali. Kenapa saya 
bilang penting karena walau 
bagaimana dibaca itu tulisan 
tetap saja ada pasien yang 
kurang mengerti, selain itu yang 
ada pada informed consent nya 
juga itu hanya poin pentingnya 
saja, jadi memang penting 
dilakukan pemberian informasi 
terlebih dahulu, toh untuk ambil 
sama enaknya juga diantara 
semua pihak dengan dan tanpa 
paksaan juga”. 
Kalau saya pemberian informasi itu 
dek, sangat penting karena kenapa ? 
walaupun kita sudah baca itu tulisan 
yang ada pada persetujuan tindakan 
belum tentu semua pasien mengerti, 
lagipula yang tertulis dalam 
informed consent itu dek juga hanya 
poin pentingnya saja, jadi memang 
harus diberikan penjelasan terlebih 
dahulu, agar pihak yang 
bersangkutannya sama-sama enak 
dengan tanpa paksaan begitu. 
 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
  PR “Kalau dibilang bagaimana 
pentingnya itu pemberian 
informasi, saya bilang penting 
karena merupakan hal utama 
memang yang dilakukan 
sebelum dilakukan tindakan 
lain. Semua yang ada di 
informed consent itu harus 
dijelaskan dulu, diminta 
ataupun tidak diminta dari 
pihak pasiennya”. 
Kalau dikatakan seberapa penting itu 
pemberian informasi, bisa saya 
bilang itu penting dan merupakan 
hal utama memang untuk dilakukan 
sebelum dilakukan tindakan lain. 
Semua yang ada pada informed 
consent harus dijelaskan terlebih 
dahulu diminta ataupun tidak 
diminta oleh pihak pasien. 
 
3 Informasi yang 
disampaikan 
NW  “yang disampaikan itu kemarin 
sama dokter tentang 
diagnosisnya dan untuk rujukan 
agar dilakukan operasi segera”. 
Informasi yang disampaikan 
kemarin dokternya itu, diagnosis 
serta rujukan untuk dilakukan 
operasi kepada dokter spesialis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasi yang 
disampaikan 
adalah atas apa 
yang terdapat 
dalam persetujuan 
atau penolakan 
tindakan 
kedokteran  yang 
diterapkan di 
RSUD Haji 
Makassar 
  AH “istriku itu sudah dua kali 
operasi jantung dek dalam 
waktu kurang dari 3 tahun, 
sekarang dia mau operasi 
bypass lagi, sebenarnya ini 
sudah lamami disuruh sama 
dokter, tapi baru sekarang dia 
mau, itupun harus dibujuk 
dengan baik. Tapi mungkin 
faktor takut atau cemas mungkin 
jadi tekanan darahnya naik, dan 
kata dokternya saat ini tidak 
dapat dilakukan tindakan 
operasi sampai setelah tekanan 
darahnya normal kembali, jadi 
Operasi tidak bisa dilakukan jika 
pasien memliki tekanan darah tinggi 
karena ketika operasi biasanya akan 
menyebabkan pendaharan yang 
banyak dan susah untuk 
dikendalikan, sehingga 
meningkatkan risiko kematian. 
Terlebih kepada pasien operasi 
jantung yang sangat rentang dengan 
kematian jika dihubungkan dengan 
tekanan darah tinggi 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
sementara istriku dirawat di igd 
dulu ,yang sewaktu-waktu bisa 
dilakukan operasi” 
  ER “Adekku ini baru tadi 
kecelakaan, dan saya juga baru 
tiba tidak lama ini dan ternyata 
kata perawatnya yang ada di 
igd adikku katanya dioperasi 
karena ada tulang kakinya yang 
entah patah atau retak” 
Adikku baru ini kecelekaan, dan 
saya baru tiba ternyata adikku 
katanya di operasi karena ada tulang 
kakinya yang retak, informasinya 
saya dapat dari perawat jaga yang 
ada di igd. 
  NH “saya selaku dokter yang 
berjaga di igd ini, dan yang 
menjelaskan adanya informed 
consent tentang diagnosis, 
tindkaan yang dilakukan, 
penanggung jawab dan lain hal, 
serta jika terdapat pertanyaan 
tambahan dari pasien dan 
keluarganya yaa harus 
dijawab” 
sebagai dokter menjelaskan semua 
yang ada dilembar informed consent 
mengenai diagnosis, tindakan yang 
dilakukan, penanggung jawab dan 
lain-lain, serta menjawab pertanyaan 
tambahan dari keluarga pasien 
  FR “Adapun itu informasi yang 
dijelaskan adalah dokter yang 
bertanggung jawab, misalnya 
dokter jaga ruang igd, poli atau 
perawatan lain yang sesuai 
dengan aturan yang ada. Tugas 
dokter diruang operasi juga 
menambahkan jika terdapat hal 
yang belum jelas dari informasi 
sebelumnya sesuai dengan apa 
yang ada di informed consent. 
Informasi dijelaskan oleh dokter 
jaga ruang misal dokter jaga IGD, 
poli atau perawatan sesuai dengan 
ketentuan aturan yang ada. Tugas 
dokter dioperasi hanya 
menambahkan jika terdapat yang 
belum jelas dari informasi 
penjelasan sebelumnya sesuai 
dengan yang ada pada lembar 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
informed consent. 
  AS “Informasi yang dijelaskan itu 
sesuai dengan apa yang 
dipertanyakan oleh pasien” 
Apa yang disampaikan itu sesuai 
dengan apa yang dipertanyakan oleh 
pasiennya 
  HAS “Sesuai dengan apa ketentuan 
medisnya yang terdapat dalam 
informed consent, dan juga 
tambahan pertanyaan yang 
kurang dimengerti oleh si pasien 
dan keluarganya” 
Sesuai dengan ketentuan diagnosis 
yang ada pada informed consent, dan 
juga pertanyaan tambahan yang 
kurang dimengerti oleh si pasien 
ataupun keluarganya. 
  EH “Semua yang ada dalam lembar 
informed consent itu 
dijelaskan”. 
Semua yang ada pada lembar 
informed consent. 
 
  PR “Apa yang dijelaskan itu sesuai 
dengan apa yang ada dalam 
lembar informed consent selain 
itu juga hal-hal yang yang 
berkaitan dengan tindakan yang 
akan dilakukan”. 
Yang dijelaskan itu sesuai dengan 
apa yang ada dalam lembar informed 
consent dan juga hal yang berkaitan 
dengan tindakan yang akan 
dilakukan. 
 
4 Kendala 
pemberian 
informasi 
NW  “Kadang bahasa yang 
digunakan tidak dimengerti, 
pakai bahasa medis yang sama 
sekali tidak dimengerti sama 
orang awam yang kaya kita 
ini”. 
Terkadang bahasa yang digunakan, 
bahasa medis yang sama sekali tidak 
dipahami sama kami orang awam. 
Kendala 
pemberian 
informasi 
berdasarkan hasil 
penelitian sangat 
beragam, dan yang 
paling umum 
terjadi adalah 
penyampaian 
  AH “Terkadang ada bahasanya 
yang tidak dimengerti” 
Bahasanya kadang ada yang tidak 
dimengerti. 
  ER “Bahasanya dimenegertiji , tapi 
ituji lagi kadang caranya 
menyampaikan terlalu cepat, 
Kalau bahasanya dimengertiji, Cuma 
kadang penyampaiannya terlalu 
yang cepat, sedangkan kita lambat 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
baru kita ini orang lambat 
respon” 
respon informasi yang 
kurang efektif 
diakibatkan karena 
penggunaan 
bahasa yang 
kurang dimengerti 
oleh dokter 
maupun pasien, 
selain itu tidak 
adanya umpan 
balik dari pasien 
dan keluarga 
terhadap 
pemberian 
informasi dan 
penjelasan yang 
telah disampaikan 
oleh dokter. 
 
  NH “dalam pemberian informasinya 
itu biasa yang menjadi kendala 
itu sebenarnya tidak adaji, 
cuman biasa yang jadi kendala 
itu dalam tindakannyam karena 
biasanya sih, biasa teamwork 
yang tidak efektif begitu” 
Kendala dalam pemberian 
informasinya mungkin tidak ada, 
yang ada itu kendala dalam proses 
tindakannya, karena teamwork yang 
tidak begitu efektif. 
  FR “yang biasa jadi kendala itu 
setelah dilakukan pemberian 
informasi, kadang juga ada 
pasien dan keluarganya yang 
tidak ada sema sekali 
bertanyanya atau apakah 
semcam umpan balik begitu 
mengikut alur saja”. 
Yang biasanya jadi kendala itu 
setelah dilakukan pemberian 
informasi, kadang pasien dan 
keluarganya itu tidak ada umpan 
baliknya sama sekali, tidak ada 
semacam pertanyaan atau 
kritikannya yang disampaikan 
  AS “kalau diperhatikan mungkin 
kendalanya itu tidak terlalu 
spesifik bagaimanaji, tidak adaji 
yang menonjol, namun yang 
umum terjadi itu biasa masalah 
bahasa daerah itupun hanya 
sebagian kecil”. 
Kalau kendalanya mungkin tidak 
terlalu spesifik bagaimana,tidak 
menonjol, paling yang jadi masalah 
itu bahasa daerah itupun hanya 
sebagian kecil 
  HAS “kendala yang biasa di alami 
itu sama dokternya, karena 
dokternya yang beri informasi 
dokter juga yang memberi 
tindakan. Yang umum juga itu 
penulisan dokternya yang sukar 
“Kendalanya biasa dialami langsung 
oleh dokter, karena dokter yang 
memberi informasi kepada pihak 
pasien, dan yang paling umum 
terjadi itu tulisan dokter yang 
kadang sukar untuk dibaca, jadi 
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untuk dibaca, jadi biasanya 
harus didiktekan sama dokter 
atau perawatnya. Selain itu juga 
kadang ada keluarga pasien 
yang menuntut karena dilakukan 
tindakan tanpa pemberian 
informasi dan informed consent 
padahal keluarganya termasuk 
dalam kategori pasien CITO 
atau pasien emergency yang 
saat itu keluarganya belum ada 
yang datang” 
biasanya didikte langsung oleh 
dokter ataupun perawatnya, selain 
itu, kadang ada keluarga pasien yang 
menuntut karena keluarganya 
dilakukan tindakan operasi tanpa 
informed consent padahal 
keluarganya termasuk dalam 
kategori pasien CITO atau pasien 
emergency.  
  EH “Kalau kendalanya itu selalu 
saja dialami langsung sama 
dokternya, karena dokternya 
yang berinteraksi langsung 
sama pasien atau keluarganya 
dan yang paling umum terjadi 
itu tulisan dokternya yang yang 
kadang sukar untuk dibaca oleh 
pihak pasien, jadi biasanya 
didiktekan langsung sama 
dokter perawatnya yang ada 
disitu, selain dari pada itu 
terkadang ada pihak keluarga 
pasien yang menuntut untuk 
diberikan informed consent 
sebelum tindakan operasi 
dilakukan, padahal keluarganya 
masuk dalam golongan pasien 
CITO atau emergency”. 
Kendalanya biasa dialami langsung 
oleh dokter, karena dokter yang 
memberi informasi kepada pihak 
pasien, dan yang paling umum 
terjadi itu tulisan dokter yang 
kadang sukar untuk dibaca, jadi 
biasanya didikte langsung oleh 
dokter ataupun perawatnya, selain 
itu, kadang ada keluarga pasien yang 
menuntut karena keluarganya 
dilakukan tindakan operasi tanpa 
informed consent padahal 
keluarganya termasuk dalam 
kategori pasien CITO atau pasien 
emergency. 
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  PR “Saya rasa untuk kendalaya itu, 
tidak adaji. Karena kebanyakan 
pasien atau keluarganya itu ikut 
arusji, mengikut saran dari 
dokternya”. 
Kendalanya tidak ada, karena 
keluarga pasien ikut dengan saran 
dari dokternya.  
 
 
 
2. WAKTU DAN PERSETUJUAN MEDIS 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
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1 Waktu 
pelaksanaan 
NW 
 
“dua minggu terakhir itu 
hidungnya anakku sakit sekali 
dia rasa, jadi saya bawami 
kesini dipoliklinik yaa memang 
dia kena sinusitis setelah 3 hari 
setelah periksa dipoli, sakit lagi 
jadi saya bawa lagi anakku 
kemari dan kata dokter harus 
dioperasi, tidak tau apanya mau 
diangkat katanya dokter, saya 
lupa. Tetapi kata dokternya 
masih pasie false emergency jadi 
harini baru di operasi”. 
Karena kemarin kata dokternya, anak 
saya masih termasuk pasien yang low 
emergency jadi pelaksanaan 
operasinya itu baru bisa dilakukan 
hari ini, tetapi persetujuannya dari 
kemarin”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waktu pelaksanaan 
informed consent 
bagi pasien CITO 
atau pasien operasi 
  AH “untuk pelaksanaan persetujuan 
tindakan medisnya dilakukan 
kemarin  saat dokter yang ada di 
ugd sama dokter spesialisnya 
yang akan melakukan operasi 
telah sepakat untuk memberi 
Untuk pelaksanaan persetujuan 
tindakan medis dilakukan kemarin  
saat dokter jaga ugd dan yang akan 
melakukan operasi telah sepakat 
untuk memberi tindakan operasi 
tindakan operasi kepada pasien 
dan terlebih dahulu meminta 
persetujuan”. 
kepada pasien dan terlebih dahulu 
menjelaskan dan meminta 
persetujuan dari pihak keluarga 
pasien 
emergency dapat 
dilakukan setelah 
tindakan, 
sedangkan untuk 
pasien yang masih 
termasuk low 
emergency 
dilakukan 24 jam 
dan atau minimal 
16 jam sebelum 
dilakukan tindakan 
operasi.  
 
  ER “ini saya baru datang, dan saya 
juga baru terima ini tadi, 
artinya tidak cukup 24 jam 
pelaksanaan persetujuan 
medisnya kemudian dilakukan 
operasi, tapi katanya perawat 
dilakukan tindakan dulu karena 
keadaannya darurat walaupun 
tanpa persetujuan ari keluarga 
terlebih dahulu”. 
Karena saya baru tiba, saya baru 
terima ini, itu artinya tidak cukup 24 
jam pelaksanaan perstujuan 
medisnya lalu dilakukan operasi ini 
karena katanya adik saya keadaannya 
darurat jadi harus segera dilakukan 
tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan dari keluarganya dulu. 
  NH “persoalan informed ocnsent itu 
dilakukan sesuai dengan kondisi 
pasie, jika pasien termasuk 
masuk emergency bisa dilakukan 
tindakan terlebih dahulu 
sekalipun keluarganya belum 
memberi persetujuan, sedangkan 
untuk pasien yang masih low 
emergency atau pasien operasi 
yang direncanakan dilakukan 
dilakukan 24 jam atau minimal 
16 jam sebelum dilakukan 
tindakan, nah kalau pasien 
operasi yang direncanakan itu 
bisa sampai 36 jam persetujuan 
sebelum dilakukan tindakan 
operasi, begitu” 
Pelaksanaan informed consent itu 
dilakukan sesuai kondisi pasien, jika 
si pasien termasuk pasien emergency 
dan keluarganya belum ada, bisa 
dilakukan tindakan terlebih dahulu 
dengan alasan menyelematkan 
nyawa pasien, tetapi jika si pasien 
termasuk yang masih low emergency 
itu biasanya dilakukan 24 jam atau 
minimal 16 jam sebelum dilakukan 
tindakan, nah kalau pasien operasi 
yang direncanakan itu bisa sampai 36 
jam persetujuan sebelum dilakukan 
tindakan operasi, begitu 
  FR “pelaksanaan persetujuan Pelaksanaan persetujuan tindakan 
tindakan medis itu harusnya 
dilakukan sebelum pasien masuk 
ruag operasi, minimal sehari 
sebelum dilakukan tindakan 
operasi, tetapi untuk jenis 
operasi CITO atau mendesak 
bisa dilakukan penandatangan 
informed consent setelah 
dilakukan tindakan operasi. 
medis dilakukan sebelum pasien 
masuk ruang operasi dengan waktu 
sehari sebelum dilakukan tindakan 
operasi untuk operasi elektif. 
Sedangkan untuk jenis operasi CITO 
atau mendesak bisa dilakukan 
pennadatanganan informed consent 
setelah dilakukan operasi. 
 
  AS “Kalau pasien emergency 
dilakukan tindakan dulu 
kemudian persetujuan medis, 
dan untuk psien operasi yang 
direncanakan itu persetujuan 
dulu baru tindakan dengan 
waktu 16-24 jam” 
Untuk pasien emergency dapat 
dilakukan tindakan operasi segera 
kemudian dilakukan persetujuan 
medis dan pasien elektif atau 
drencanakan, bisa dilakukan 
tindakan operasi setelah 16-24 jam 
setelah pemberian informasi dan 
persetujuan 
  HAS “Secara umum itu minimal 
sehari sebelum tidakan operasi 
dilakukan, tapi jika pasienya 
pasien darurat bisa dilakukan 
operasi langsung dengan atau 
tanpa persetujuan.” 
Umunya itu Minimal sehari sebelum 
dilakukan operasi, tapi jika 
pasiennya , pasien darurat bisa 
dilakukan operasi langsung dengan 
atau tanpa persetujuan dari pihak 
keluarga. 
 
  EH “Tergantung dia masuk kategori 
pasien apa, kalau dia termasuk 
pasien false emergency, bisa 
dilakukan persetujuan medis 
sebelum dilakukan tindakan tapi 
jika pasiennya termasuk true 
emergency persetujuan 
medisnya tidak diwajibkan 
sebelum tindakan operasi 
dilakukan. 
“Tergantung kategori, jika pasien 
termasuk pasien false emergency 
bisa dilakukan setelah persetujuan 
medis, tapi jika pasiennya termasuk 
true emergency tidak diwajibkan 
untuk persetujuan medis sebelum 
dilakukan tindakan operasi. 
 
  PR “Pelaksanaan informed consent 
itu kalau untuk pasien umum 
rawat jalan misalnya dilakukan 
sebelum tindakan operasi, tapi 
jika pasiennya pasiennya CITO 
boleh dilakukan setelah 
tindakan”. 
Pelaksanaan informed consent untuk 
pasien umum rawat jalan misalnya 
dilakukan sebelum tindakan, 
sedangkan untuk pasien CITO boleh 
dilakukan setelah tindakan. 
 
2 Penanggung 
jawab 
persetujuan 
medis 
NW 
 
“saya dan dokter tanda tangan 
dilembar pertama selaku 
keluarga pasien dan dokter yang 
melakukan operas dan yang 
kedua lembar untuk perawat 
sebagai saksi dan keluarga 
pasien”. 
Yang bertanda tangan dilembar 
pertama itu saya selaku keluarga 
pasien dengan dokter yang 
melakukan tindakan operasi, untuk 
lembaran kedua itu saya dan pasien 
sebagai saksi. 
 
  AH “Yang saya merasa yang 
bertanggung jawab itu saya dan 
dokternya”. 
Penanggung jawab persetujuan 
medis itu dokternya dan saya. 
  ER “saya kira semua yang 
bertandatangan itu bertanggung 
jawab itu artinya bukan Cuma 
saya tetapi dokter dan perawat 
juga sebagai penanggug 
jawabnya”. 
Semua yang bertanda tangan saya 
kira itu yang bertanggung jawab. Itu 
artinya bukan cuma saya, tetapi 
dokter dan perawatnya juga 
bertanggung jawab 
Penanggung jawab 
dari persetujuan 
medis pada 
Instalasi Gawat 
Darurat RSUD 
Haji Makassar 
adalah dokter yang 
akan melakukan 
tindakan medis, 
karena hanya 
dokter yang tau 
persis tentang 
masalah kesehatan 
pasien dan hal-hal 
yang berkaitan 
dengan tindakan 
  NH “yang bertanggung jawab itu 
saya selaku dokter jaga 
sekaligus dokter yang akan 
melakukan tindakan operasi, 
serta keluarga juga karena 
sama-sama sudah tanda tangan 
di persetujuan tindakan medis” 
Jadi yang bertanggung jawab itu saya 
sebagai dokter jaga sekaligus dokter 
yang melakukan tindakan operasi, 
serta keluarga pasiennya karena telah 
bertanda tangan pada persetujuan 
medis artinya dia juga termasuk 
penanggung jawabnya, begitu 
  FR “yang namanya persetujuan 
medis itu diakukan oleh dokterm 
jadi yang bertanggung jawab itu 
Yang namanya persetujuan medis itu 
dilakukan oleh dokter, jadi 
penanggung jawab penuhnya itu ada 
adalah dokter nya yang 
menangani operasi”. . 
pada dokter yang menangani 
tindakan operasi. 
 
medis tersebut. 
  AS “penanggung jawab dari 
informed consent itu adalah 
dokterm baik itu dokter umum, 
spesialis, terlebih kepad dokter 
yang menangani tindakan 
operasi” 
Penanggung jawab informed consent 
adalah dokter, baik dokter umum, 
dokter spesialis, dokter jaga terlebih 
kepada dokter yang menangani 
tindakan operasi 
 
  HAS “persetujuan tindakan medis itu 
ditanggung jawapi sama dokter 
dan perawaat. Dokter sebagai 
penanggung jawab penuh 
terhadap etik dan hukumnya 
sedangkan perawat bertanggug 
jawab karena bekerja sebagai 
yang membantu dokter dalam 
tindakan”. 
Persetujuan tindakan medis 
penanggung jawabnya ada dokter 
dan perawat. Dokter sebagai 
penanggung jawab penuh terhadap 
hukum maupun etik kedokteran 
sedangkan perawat bertanggung 
jawab karena bekerja untuk 
memperbantukan dokter.  
  EH “Sebagai perawat pelaksana 
yang ada diruang operasi ini, 
kita hanya memeriksa kembali 
lembar informed consentnya 
apakah dia sudah lengkap atau 
belum. Karena kami tidak akan 
terima dan tidak bisa dilakukan 
operasi jika informed consennta 
tidak legkap. Selain itu tugas 
dari perawat pelaksana di ruang 
operasi ini adalah sebagai 
pendamping dokter ketika 
tindakan operasi akan 
dilakukan”. 
Sebagai perawat pelaksana di ruang 
operasi, kami hanya memeriksa 
kembali lembar informed consentnya 
apakah sudah lengkap atau belum. 
Karena kami tidak akan terima dan 
tidak bisa dilakukan operasi jika 
informed consentnya tidak lengkap. 
Kami juga sebagai pendamping 
dokter ketika operasi akan 
dilakukan. 
 
  PR “Peran perawat dalam 
pelaksanaan informed consent 
itu adalah sebagai saksi, kita 
yang menyaksikan persetujuan 
ataupun penolakan tindakan 
medik, saksi penandatanganan, 
saksi telah diberika  informasi 
terlebih dahulu. Selain itu kita 
juga sebagai perawat tidak 
hanya sekedar jadi saksi saja 
untuk lihat, jadi kita sebagai 
saksi juga bertandatangan 
dilembar persetujuan mediknya 
sebagai saksi, yang ditanda 
tangani oleh perawat selaku 
saksi dan keluarga yang 
memberikan persetujuan”. 
Perannya perawat sebagai saksi 
dalam pelaksanaan informed 
consent¸yang menyaksikan 
persetujuan atau penolakan 
tindakan medik, saksi 
penandatanganan, saksi telah 
diberikan informasi sebelumnya. 
Selain daripada itu kita sebagai 
saksi juga tanda tangan dilembar 
persetujuan tindakan medik. Dan 
yang jadi yang saksi itu adalah 
perawat dan pihak keluarga pasien 
 
3 Prosedur 
pelaksanaan 
persetujuan 
tindakan medis 
NW 
 
“saya tidak tau bagaimana 
prosedurnya”. 
Kalau prosedurnya saya tidak tau 
bagaimana”. 
 
  AH “persoalan teknis begtusaya 
tidak tau, ikut aturan saja sam 
dokter atau perawatnya”. 
Kalau persoalan teknis begitu kita 
tidak tau, kita ikut aturan saja apa 
disampaikan dokter atau perawatnya 
  ER “prosedurnya yaa begitumi, 
penandatanganan persetujuan 
sebelum dilakukan tindakan”. 
Untuk prosedurnya yaa itu, 
penandatanganan persetujuan medis 
sebelum dilakukan tindakan operasi 
 
 
 
Tidak ada prosedur 
khusus, sesuai 
dengan prosedur 
persetujuan 
tindakan medis 
  NH “prosedurnya sesuai dengan 
prosedur persetujuan tindakan 
medis yang ada dirumah sakit 
ini, hanya jenis tindakan yang 
Adapun prosedurnya itu sesuai 
dengan prosedur persetujuan 
tindakan medis yang ada di Rumah 
sakit ini, hanya saja jenis tindakan 
berbeda, itu saja” nya yang berbeda , itu saja yang ada di Rumah 
sakit ini, selesai 
penandatangan 
persetujuan medis, 
dapat dilakukan 
tindakan 
selanjutnya Untuk 
pasien emergency 
dapat dilakukan 
tindakan operasi 
terlebih dahulu 
setelah itu baru 
bisa dilakukan 
persetujuan medis 
  FR “prosedur khususnya tidak ada, 
intinya penandatanganan lalu 
dilakukan tindakan kecuali 
untuk yang emergency boleh 
dilakukan tindakan dulu 
kemudian persetujuan. 
Tidak ada prosedur khusus, intinya 
selesai penandatangan persetujuan 
medis, dapat dilakukan tindakan 
selanjutnya terkecuali bagi pasien 
emergency boleh dilakukan tindakan 
dulu baru persetujuan medis. 
 
  AS “kalau untuk alur khususnya 
tidak ada, kita tetap merujuk 
pada prosedur yang ada, yang 
membedakan itu hanya masalah 
waktunya. Untuk pasien 
emergency dapat dilakukan 
tindakan operasi terlebih dahulu 
setelah itu baru bisa dilakukan 
persetujuan medis dan untuk 
pasien elektif atau drencanakan, 
bisa dilakukan tindakan operasi 
setelah 16-24 jam setelah 
persetujuan medis tersebut” 
Alur khususnya tidak ada, kita tetap 
merujuk pada prosedur yang ada, 
yang membedakan itu hanya 
masalah waktunya. Untuk pasien 
emergency dapat dilakukan tindakan 
operasi terlebih dahulu setelah itu 
baru bisa dilakukan persetujuan 
medis dan untuk pasien elektif atau 
drencanakan, bisa dilakukan 
tindakan operasi setelah 16-24 jam 
setelah persetujuan medis. 
  HAS “Pemberian informasi dan 
penandatangana persetujuan 
medis kemudian dilakukan 
operasi”. 
Setelah pemberian informasi dan 
penandatangan persetujuan tindakan 
medis sudah bisa dilakukan operasi, 
kecuali pasien operasi yang 
mendesak. 
  EH “Untuk priiosedurnya itu, begini 
kalau misal dia korban 
kecelakaan, kan bisa jadi 
keluarganya tidak lagsung 
datang, terus itu keadaannya 
darurat, dia patah tulang atau 
apa toh. Jadi otomatis ini pasien 
Prosedur pelaksanaannya begini, 
untuk pasien mendesak yang harus 
dilakukan tindakan boleh dilakukan 
dalam hal menyelamatkan jiwa 
pasien. Tapi jika pasiennya termasuk 
pasien rawat jalan non emergency, 
boleh dimintakan persetujuan 
 
termasuk kategori emergency 
jadi bisa dilakukan tindakan 
dalam hal menyelamatkan jiwa 
pasien. Tapi kalau dia pasien 
rawat jalan misalnya, yaa sudah 
pasti dimintakan persetujuan 
dulu baru dilakukan tindakan 
operasi”. 
terlebih dahulu sebelum 
dilakukannya tindakan. 
  PR “Pelaksanaannya sama dengan 
yang lain, yaitu pemberian 
informasi sekaligus informed 
consent, kemudian setelah 
dilakukan persetujuan lalu 
dilakukan tindakan”. 
Pelaksanaan prosedurnya sama 
dengan yang lain yaitu pemberian 
informasi dan pemberian informed 
consent, kemudian dilakukan 
persetujuan dan dilakukan tindakan. 
 
4 Kesempatan 
bertanya 
NW 
 
“iya, ada waktu dikasihki untuk 
bertanya tentang tindakan yang 
akan dilakukan kepada anak 
saya”. 
Iya, kita dikasih waktu untuk 
bertanya apapun itu yang 
menyangkut dengan tindakan yang 
akan dilakukan dokternya kepada 
anak saya 
 
  AH “karena kemarin istriku masih 
termasuk pasien low emergency 
jadi bebas bertanya”. 
Berhubung istiriku kemarin masih 
termasuk pasien low emergency yang 
tidak langsung dioperasi hari itu 
juga, jadi kesempatan bertanyanya 
itu bebas. 
  ER “Kalau kesempatan bertanyanya 
saya ada, malah bisa dibilang 
banyak, karena saya datang pas 
tindakan operasinya sementara 
berlangsung, jadi saya 
menunggu selesai operasi baru 
bertanya sama perawatnya 
sekaligus penandatanganan”. 
Kalau kesempatan bertanyanya saya 
ada, malah bisa dibilang banyak, 
karena saya datang pas tindakan 
operasinya sementara berlangsung, 
jadi saya menunggu selesai operasi 
baru bertanya sekaligus penanda 
tanganan. 
  NH “selalu kita kasih kesempatan 
bertanya, tapi memang 
waktunya yang dibatasi karena 
akan segera akan dilakukan 
tindakan, setelah tindakan 
dilakukan boleh kembali 
bertanya lagi” 
Kita selalu beri waktu untuk pasien 
dan keluarganya untuk bertanya, 
tetapi waktunya memang dibatasi 
sebelum tindakan dilakukan bagi 
pasien emergency, namun setelah 
dilakukan tindakan pasien dapat 
kembali bertanya kepada dokter 
ataupun perawatnya. 
 
Bahwa dokter 
dalam memberikan 
penjelasan rencana 
tindakan yang akan 
dilakukan 
memberikan 
kesempatan untuk 
berdiskusi kepada 
pasien/keluarganya
. Dengan demikian 
harapan bahwa 
keputusan yang 
diambil oleh pasien 
atau keluarganya 
secara mandiri 
tidak ada tekanan 
dari pihak lain 
dapat tercapai. 
 
  FR “sesempit apapun waktunya, 
kita selalu kasih kesempatan 
bagi mereka yang ingin bertanya 
sebelum tindakan dilakukan, hal 
ini agar persetujuan yang 
diberikan sesuai dengan 
kemauannya sendiri”. 
Sesempit apapun waktunya, kita 
tetap kasih kesempatan bertanya 
bagi mereka yang ingin bertanya 
sebelum tindakan dilakukan, hal ini 
dilakukan untuk memberi 
kesempatan bagi pasien dan keluarga 
memberikan persetujuan tanpa harus 
merasa dipaksakan atau sesuai 
dengan kemauannya sendiri. 
 
  AS “walau waktunya tidak banyak, 
sudah pasti diberi waktu untuk 
bertanya, begitupun jika ada 
pertanyaan dokter harus selalu 
sigap menjawab pertanyaan 
tersebut” 
Sudah pasti diberi kesempatan 
bertanya, dan dokter pun harus 
selalu menjawab pertanyaan dari 
pasien atau keluarga pasien tersebut 
walaupun waktunya itu tidak 
banyak. 
  HAS “selalu ada kesempatan yang 
akan diberikan kepada pasien 
dan keluarganya untuk bertanya 
mengenai tindakan dan 
diagnosis yang akan dilakukan”. 
Akan selalu ada kesempatan yang 
diberikan kepada pasien dan 
keluarga untuk bertanya mengenai 
tindakan dan diagnosis yang akan 
dilakukan.  
 
  EH “Kita sebagai perawat, misal Kalau ada yang ingin ditanyakan  
ada keluarga pasien yang 
bertanya, kita tidak berhak 
untuk menjawab sekalipun kita 
tau jawaban dari pertanyaan. 
Boleh dijawab atas seizin dokter 
terlebih dahulu”. 
oleh pasien atau keluarganya kepada 
saya sebagai perawat, saya tidak 
berhak menjawab sekalipun 
jawabannya saya tau tanpa seizin 
dokter terlebih dahulu 
  PR “Saya rasa selalu ada waktu 
yang dikasih untuk bertanya, 
apapun itu yang berkaitan 
dengan tindakan yang dilakukan 
atau hal yang dirasa 
mengganjal dari pasien”. 
Selalu ada waktu yang diberikan 
untuk bertanya, apapun itu berkaitan 
dengan tindakan yang akan 
dilakukan dan hal yang dianggap 
mengganjal oleh pasien atau 
keluarganya. 
 
5 Sanksi jika 
tidak 
dilakukan 
persetujuan 
medis 
 NW “Tidak diminta-minta , jika ada 
kasus pelaksanaan informed 
consent yang tidak sesuai atau 
ada hal yang tidak diinginkan 
terjadi, kita bisa saja menutut 
dokternya, dalam hal ini kita 
tidak memperoleh informasi 
persetujuan”. 
Bisa saja kita menuntut dokternya 
jika pelaksanaan informed consent 
itu ditiadakan, dalam hal ini kita 
tidak memperoleh hak kita untuk 
memperoleh informasi dan 
persetujuan tindakan. 
 
  AH “sebagai keluarga pasien hanya 
bisa menuntut. Jika salah satu 
hak kita tidak terpenuhi, 
seabagaimana adanya informed 
consent juga merupakan bagian 
dari hak kita, tetapi untuk 
sanksinya seperti apa, kita tidak 
begitu tau” 
Kita sebagai keluarga pasien hanya 
bisa menuntut jika salah satu hak kita 
tidak terpenuhi namun sanksinya 
seperti apa kita tidak tau. 
  ER “Jadi kalau persetujuan 
medisnya tidak dilakukan, ya 
kita sebagai konsumen merasa 
Jika tidak dilakukan persetujuan 
medis kan kita merasa dirugikan 
juga, makanya kita bisa saja 
Sanksi jika tidak 
dilakukan 
dirugikan karena kita dapat hak 
kita, makanya kita bisa saja 
menuntut agar dokternya diberi 
sanksi yang sesuai” 
menuntut agar dokternya diberi 
sanksi yang sesuai. 
persetujuan 
tindakan medis 
dapat dikenakan 
sanksi administrasi 
berupa teguran 
hingga pencabutan 
surat izin praktik 
dokter. 
 
  NH “Sampai sejauh ini kita tidak 
pernah tidak berikan itu 
informed consent atau 
persetujuan medis, sekalipun itu 
pasiennya termasuk pasien 
emergency kita tetap berikan 
informed consentnya namun 
setelah dilakukan tindakan, 
kalau ditanya soal sanksinya 
juga itu sampai akibat dari tidak 
dilakukannya persetujuan medis, 
itu kita tidak berjlan sesuai 
dengan etik kedokteran yang ada 
dan akan dikenakan sanksi 
pencabutan izin praktik ” 
Sejauh ini kita tidak pernah tidak 
berikan informed consent, sekalipun 
itu pasiennya, pasien emergency, 
kita tetap berikan informed consent 
nya  namun setelah dilakukan 
tindakan operasi. Kalau ditanya soal 
sanksi jika tidak dilakukan informed 
consent itu untuk dokter itu sesuai 
dengan etik kedokteran, akan 
dikenakan sanksi pencabutan izin 
praktik. 
  FR “kalau untuk sanksinya itu bisa 
saja kita dikenakan sanksi 
administratif yang berupa 
pencabutan izin praktik”. 
Untuk sanksinya itu dapat dikenakan 
yang namanya sanksi administratif 
berupa pencabutan izin praktik. 
  AS “semua ada sanksinya, jadi 
sanksinya itu ada pada etik 
kedokeran tentang informed 
consent, silahkan kamu baca 
sendiri disitu”. 
Sanksinya ada pada kode etik 
kedokteran tentang informed 
consent, silahkan kamu baca sendiri. 
  HAS “Apabila terjadi kelalaian yang 
dilakukan oleh dokter termasuk 
tidak melaksanakan persetujuan 
medis,lalu kemudian dituntut 
bahwa terjadi kesalahan 
Dalam hal dokter melakukan 
kelalaian dengan tidak melakukan 
persetujuan tindakan medis, 
kemudian dituntut bahwa terjadi 
kesalahan terhadap kewajiban 
 
terhadap kewajiban informed 
consent, dokter hanya akan 
diberikan sanksi berupa teguran 
terlebih dahulu lalu kemudian 
pencabutan izin praktik” 
informed consent, dokter hanya akan 
diberi sanksi administrasi yaitu 
berupa teguran hingga pencabutan 
izin praktik.  
  EH “Saya rasa untuk setiap 
kegiatan yang dilakukan , 
apabila tidak dikerjakan akan 
ada konsekuensinya masing-
masing, entah itu dalam bentuk 
teguran atau apa”. 
Setiap kegiatan yang dilakukan 
memiliki konsekuensinya masing-
masing jika tidak dilaksanakan. 
Entah sanksi berupa teguran atau 
apa. 
 
  PR “Kalau ditanya soal sanksinya, 
pasti ada yaa dek. Tapi kalau 
sejauh ini kan, tidak pernahji 
saya dapati kalau tidak pernah 
dilakukan pelaksaan informed 
consent nya. Jadi untuk 
sanksinya saya tidak tau dalam 
bentuk apa”. 
“Sanksinya sudah pasti ada, namun 
sejauh ini pelaksanaan informed 
consent tidak pernah tidak 
dilakukan, jadi untuk bentuk 
sanksinya saya tidak tau. 
 
 
3. ISI DAN BAHASA YANG DIGUNAKAN 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
1 Bahasa yang 
digunakan 
 NW “cara penyampaian 
informasinya itu meggunakan  
bahasa indonesia” 
Adapun cara penyampaian 
informasinya menggunakan bahasa 
bahasa Indonesia 
 
  AH “kalau saya dek, apa-apa yang 
ada disitu dikertas formulir untuk 
operasi saya baca baik-baik 
jangan sampai ada yang tidak 
Bahasa yang digunakan dalam 
penyampaian isi formulir informed 
consent itu bahasa Indonesia baku 
jadi masih saya mengerti kecuali 
bahasa Inggris atau bahasanya orang 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
benar toh, setelah saya baca 
baikbaik isinya saya tanyakanmi 
semua lagi, sampai dokter yang 
mau tanangani istriku saya mau 
tau semua, tapi untuk bahasanya 
itu dokter ka semua 
alhamdulillah dimengertiji 
karena bahasa indonesiaji semua 
napakai, cobana bahasa inggris 
tidak ku mengerti, hehe , kalau 
anakku iya kapan na mengertiji 
tapi tidak datangki, sebentar 
bede datangki. 
kedokteran itu saya tidak mengerti 
  ER “isinya menggunakan bahasa 
indonesia yang sudah ditulis 
langsung oleh dokternya, bahasa 
penyampaiannya juga mudah 
dimengerti” 
Menggunakan bahasa Indonesia dan 
penyampaian bahasanya mudah 
dimengerti. 
Penjelasan harus 
diberikan secara 
lengkap dengan 
bahasa yang 
mudah dimengerti 
atau cara lain yang 
bertujuan untuk 
mempermudah 
pemahaman pasien 
atau keluarganya. 
Oleh karena itu 
sekiranya 
informasi yang 
diberikan oleh 
dokter terhadap 
  NH “kalau pemberian informasi atau 
persetujuan medisnya itu selalu 
pakai bahasa indonesia, tidak 
pakai bahasa indonesia apalagi 
bahasa inggris. Tapi kadang 
juga pakai bahasa daerah kalau 
ditauji karena biasanya pasian 
dan keluarganya tidak paham 
Bahasa yang digunakan adalah 
bahasa Indonesia, tidak 
menggunakan bahasa medis atau 
bahasa inggris. Hanya saja kadang 
menggunakan bahasa daerah jika 
dokter tau bahasanya dan keluarga 
pasien tidak begitu paham bahasa 
Indonesia karena kesehariannya 
menggunakan bahasa daerah. 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
betul bahasa indonesia karena 
kesehariannya yang selalu pakai 
bahasa daerah” 
pasiennya 
disampaikan dalam 
bahasa sederhana 
yang digunakan 
sehari-hari 
misalnya 
berbahasa daerah 
agar mudah 
dimengerti oleh 
pasien. 
  FR “Bahasa yang selalu kita 
gunakan itu adalah bahasa 
umum kita orang indonesia yaitu 
bahasa indonesia. Tapi tidak 
jarang juga ada pasien yang 
tidak begitu paham sama bahasa 
indonesia, sehingga itu yang 
kadang menyulitkan kita sebagai 
dokter untuk berkomunikasi” 
Bahasa yang digunakan adalah 
bahasa umum kita orang indonesia 
yaitu bahasa indonesia. Namun tidak 
jarang kadang ada pasien atau 
keluarga pasien yang tidak begitu 
paham bahasa indonesia, sehingga 
menyulitkan dokter untuk 
berkomunikasi. 
  AS “Secara umum, bahasa yang kita 
pakai itu adalah tetap bahasa 
indonesia, agar mudah untuk 
dipahami disemua kalangan. 
Secara umum, bahasa yang kita 
gunakan itu adalah bahasa 
indonesia, sehingga mudah untuk 
dipahami diberbagai kalangan. 
 
  HAS “Sudah jelas, bahasa yang kita 
gunakan itu adalah bahasa 
sehari-harinya kita yaitu bahasa 
indonesia, walaupun kadang 
terselip juga bahasa daerah tapi 
hanya sebagian kecil” 
Sudah jelas, bahasa yang kita 
gunakan adalah bahasa sehari-hari 
kita yaitu bahasa indonesia. 
Kalaupun ada terselip bahasa daerah 
namun itu hanya sebagian kecil. 
  EH “Tidak pernahji itu dek, kalau 
semacam tempat umum begini 
Tidak pernah ada tempat umum 
apalagi Rumah sakit , memakai 
bahasa yang sukar untuk dimengerti 
 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
apalagi ini Rumah sakit, pakai 
bahasa yang susah dimengerti 
pasti selalu pakai bahasa yang 
mudah dimengerti dan pastinya 
bahasa indonesia. 
pasti selalu pakai bahasa yang 
mudah dimengerti dan sudah pasti 
bahasa indonesia. 
  PR “Yaa pastinya pakai Bahasa 
indonesiaji dek”. 
Pastinya pakai  Bahasa indonesia.  
2 Kelengkapan 
isi informed 
consent 
 NW “untuk isi informed yang 
diberikan itu kepada keluarga 
dan pasien berupa, tindakan 
operasi yang akan dilakukan, 
manfaat dilakukannya operasi, 
risiko yang melekat pada 
operasi, alternatif lain, akibat 
jika operasi tidak dilakukan serta 
peanggung jawab tindakan” 
Adapun isi informed consent yang 
diberikan kepada keluarga pasien 
terkait: Tindakan operasi yang 
dilakukan, Manfaat dilakukannya 
operasi, Risiko apa yang melekat 
pada operasi, Alternatif lain, Akibat 
jika operasi tidak dilakukan, 
Penangung jawab tindakan. 
 
  AH “informed consent nya istriku 
yang diruang operasi itu berisi 
tindakan operasi yang akan 
dilakukan, risiko jika tidak 
dilakukan operasi, dokter 
penanggung jawab, saya kira 
begitu kurang lebih begitu dek” 
Informed consent tindakan 
operasinya istriku diruang operasi 
berisi tindakan operasi yang yang 
dilakukan, risiko jika tidak dlakukan 
operasi, dokter penanggung 
jawabnya, mungkin kurang lebih 
begitu. 
 
  ER “iya, isinya sesuai dengan apa 
yang di informed consent, kita 
Ya sesuai dengan apa yang di 
informed consentnya itu terisi 
semua, kita tinggal baca dan 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
tinggal baca dan pertanyakan 
yang mau dipertanyakan 
kemudian disetujui lalu ditanda 
tangan” 
dipertanyakan yang mau 
dipertanyakan kemudian ditanda 
tangan. 
  NH “iya dek, isinya itu harus 
lengkap sesuai dengan SOP yang 
berlaku, tidak akan ditindak 
lanjuti oleh dokter spesialisnya 
jika informed consentnya tidak 
lengkap” 
Iya harus lengkap sesuai apa yang 
ada pada SOP, tidak akan ditindak 
lanjuti oleh dokter spesialisnya jika 
informed consent nya tidak lengkap. 
  FR “Sebelumnya dilakukan tindakan 
operasi, perawat tugasnya 
memeriksa kembali kelengkapan 
informed consent nya, jadi kita 
tidak bisa lakukan tindakan 
operasi jika informed consent 
nya belum lengkap. Kecuali 
keluarga pasien belum ada 
ditempat dan pasiennya sudah 
dalam keadaan darurat, bisa 
dilakukan operasi terlebih dahul 
setelah itu baru 
penandatanganan persetujuan” 
Sebelum diakukan, tindakan operasi, 
perawat memeriksa kembali 
kelengkapannya. Jadi kita tidak bisa 
lakukan operasi jika informed 
consentnya tidak lengkap. Kecuali 
keluarga pasien belum ada ditempat 
dan pasiennya dalam keadaan 
darurat, bisa setelah operasi baru 
penandatanganan persetujuan 
  AS “Kelengkapannya memang harus 
selau diperhatikan, karena 
Kelengkapannya memang harus 
selalu diperhatikan, karena suatu 
saat jika terjadi hal yang tidak 
 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
informed consent tersebut dapat 
dijadikan sebagai bukti yang 
mendukung untuk tindakan jika 
suatu saat terjadi hal yang tidak 
diinginkan”. 
diiginkan maka persetujuan tersebut 
dapat dijadikan sebagai bukti yang 
mendukung  untuk tindakan. 
  HAS “Harus lengkap memang, karena 
itu informed consent juga 
dijadikan sebagai media untuk 
penunjang medik di rumah sakit 
sini, jadi kelengkapannya harus 
selalu diperhatikan, malah tiap 
hari itu itu selalu ada 
pengecekan kelengkapan berkas 
informed consent” 
Iya lengkap, karena informed 
consent juga dijadikan sebagai 
media untuk penunjang medik di 
rumah sakit ini. Jadi 
kelengkapannya selalu kita 
perhatikan. 
  EH “Sebelum tidakan dilakukan, 
sebagai perawat kita harus 
memeriksa kembali itu lembar 
informed cosentnya, jangan 
sampai ada yang belum lengkap. 
Karena kita tidak akan terima 
dan tidak bisa dilakukan 
tindakan jika informed 
consnetnya belum lengkap, jadi 
harus dilengkapi dulu”. 
Sebagai perawat pelaksana di ruang 
operasi, kami hanya memeriksa 
kembali lembar informed 
consentnya apakah sudah lengkap 
atau belum. Karena kami tidak akan 
terima dan tidak bisa dilakukan 
operasi jika informed consentnya 
tidak lengkap jadi harus dilengkapi 
dulu. 
 
  PR “Perannya perawat itu hanya Perannya perawat sebagai saksi  
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
sebagai saksi dalam pelaksanaan 
informed consent, yang 
menyaksikan persetujuan 
tindkaan medi, pemberian 
informasi. Jadi kalau perannya 
perawat memeriksa kembali 
berkas dan berperan sebagai 
saksi itu artinya semua berkas 
memang harus lengkap sebelum 
tindakan dilakukan. 
dalam pelaksanaan informed 
consent¸yang menyaksikan 
persetujuan atau penolakan 
tindakan medik, saksi 
penandatanganan, saksi telah 
diberikan informasi sebelumnya. 
Selain daripada itu kita sebagai 
saksi juga tanda tangan dilembar 
persetujuan tindakan medik. Jadi 
perawat saja sebagai saksi harus 
bertandatangan apalagi pihak 
pasien dan itu artinya semua berkas 
harus lengkap sebelum tindakan 
dilakukan 
 
4. DAMPAK DAN HARAPAN 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
1 Dampak 
setelah 
dilakukan 
informed 
consent 
     NW “Setelah dilakukannya itu 
informed consent, memberikan 
dampak sedikit lega, karena 
sewaktu-waktu ada sesuatu hal 
yang tidak diinginkan, tapi tidak 
diminta-minta ini nah, hehe. 
Kita bisa menuntut pihak rumah 
sakit dengan adanya informed 
consent itu” 
Kalau ditanya dampaknya, sedikit 
lega, karena sewaktu-waktu ada 
sesuatu hal yang tidak diinginkan, 
tapi tidak diminta-minta kita bisa 
menuntut dari itu perjanjian tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   AH “Dengan diberlakukannya itu Sudah tidak jadi beban lagi kalau ada 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
persetujuan medis, sudah tidak 
jadi lagi beban untuk kita 
merasa takut atau khawatir, 
malah lebih bagus dibanding 
dibicarakan secara lisan saja, 
dan kita juga jadi lebih merasa 
bebas kalau ada bukti tertulis 
seperti itu” 
persetujuan tertulis begitu, malah 
bagus dibanding secara lisan saja 
karena kita merasa bebas sendiri 
kalau ada bukti begitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ER “Ya begitumi, dengan adanya 
perjanjian tertulis seperti itu 
bisa kita jadikan sebagai bukti 
untuk tindakan, otomatis kita 
juga akan merasa aman kalau 
ada perjanjian seperti itu 
yaa begitu, persetujuan tertulis itu 
juga sebagai bukti tindakan, jadi kita 
juga merasa aman kalau ada 
perjanjian seperti itu. 
  NH “Kalau kita sebagai dokter itu 
merasakan sekali dampaknya , 
salah satunya sebagai 
perlindungan hukum dan hak 
sebagai dokter, karena 
pelaksanaan informed consent 
itu sudah diatur dalam kode etik 
kedokteran dan apabila tidak 
dilaksanakan akan ada 
sanksinya. 
Kalau kita sebagai dokter 
dampaknya sangat banyak, salah 
satunya sebagai perlindungan hukum 
dan hak sebagai dokter, karena ini 
informed consent terdapat pada kode 
etik kedokteran dan apabila kita tidak 
laksanakan itu ada sanksinya. 
Perasaan lega karena 
tidak hanya perjanjian 
lisan tetapi juga 
perjanjian tertulis 
terhadap tindakan yang 
dilakukan yang 
sewaktu-waktu dapat 
dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
Kemudian daripada itu 
lepasnya tanggung 
jawab dokter terhadap 
satu pelayanan 
persetujuan tindakan 
  FR “Jadi untuk kita, dengan adanya Jadi dengan adanya informed consent 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
itu informed consent kita 
sebagai dokter merasa lega juga 
karena tugas dan kewajiban 
sebagai dokter telah terlaksana 
lagi”. 
itu kita sebagai dokter juga merasa 
lega karena telah melakukan 
kewajiban kita sebagai dokter telah 
terlaksana. 
medis. 
  AS “Dampak dari terlaksananya 
informed consent itu, sangat 
dirasakan langsung sama 
dokternya, karena kenapa? 
Karena satu lagi kewajiban 
mereka terlaksana sebagaimana 
yang terdapat pada etik 
kedokteran maupun yang ada 
pada SOP pelayanan medik 
dirumah sakit ini”. 
Dampaknya itu bisa dirasakan 
langsung oleh dokternya, karena 
telah melakukan kewajibannya  
sebagaimana yang terdapat pada etik 
kedokteran maupun yang ada pada 
SOP pelayanan medik. 
 
  HAS “Pelaksanaan persetujuan 
medis yang dilakukan sesuai 
degan prosedur rumah sakit 
akan berdampak pada citranya 
rumah sakit, karena adanya 
unsur keterbukaan antara dokter 
dan keluarga pasien, selain itu 
juga bagi dokternya juga 
merasa enak dan santai 
melakukan tindakannya atas 
persetujan dari keluarganya 
Akan berdampak juga pada citranya 
rumah sakit, karena ada unsur 
keterbukaan antara dokter dan 
keluarga pasien toh, selain itu bagi 
dokternya juga merasa enak dan 
santai melakukan tindakannya atas 
persetujuan dari keluarganya tanpa 
dimintai secara paksa. 
 
NO INFORMASI INISIAL CONTENT ANALYSIS REDUKSI KESIMPULAN 
1 2 3 4 5 6 
tanpa dimintai secara paksa.”. 
  EH “Ya dampaknya untuk kita yaa, 
satu kerjaan dan tanggung 
jawab terselesaikan, hehe” 
Kerjaan dan tanggung jawab 
terselesaikan. 
 
  PR “Apa dek di? Kalau ditanya 
dampaknya untuk kita perawat, 
sama sajaji, yang namanya 
tanggung jawab pekerjaan harus 
dilakukan memang”. 
Dampak untuk perawat sama saja, 
karena yang menjadi tanggung jawab 
harus dilakukan. 
 
2 Harapan 
setelah 
dilakukan 
informed 
consent 
NW “setiap pasien atau keluarga itu 
pasti mengharapkan 
kesembuhan begitupun dengan 
saya yang mengharapkan 
kesembuhan untuk anak saya 
supaya bisa beraktifitas lagi” 
Setiap pasien maupun keluarga 
pasien mengharapkan kesembuhan 
begitupun dengan saya yang 
mengharapkan kesembuhan untuk 
anak saya agar bisa beraktifitas 
kembali 
 
  AH “Kalau ditanya soal harapan, 
sudah pasti kita tidak berharap 
lebih, hanya berharap untuk 
kesembuhan istri saya saja”. 
Ditanya soal harapan, kita tidak 
berharap lebih, hanya berharap 
kesembuh, itu saja 
 
  ER “Selalu berharap kalau 
operasinya adekku bisa berjakan 
kancar dan bisa segera pulih” 
Harapannya agar operasi berjalan 
lancar dan adik saya segera pulih 
kembali”. 
 
  NH “Dengan adanya informed 
consent tersebut kita selalu 
Selain dari pada kelancaran proses 
tindakan operasi yang dilakukan, 
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1 2 3 4 5 6 
berharap kelancaran proses 
tindakan medis yang dilakukan, 
dan selalu mempercayai atas 
tindakan yang akan dilakukan”. 
juga kami berharap dengan adanya 
informed consent tersebut keluarga 
pasien lebih mempercayai atas 
tindakan apa yang akan lakukan 
  FR “Sebagai dokter kita selalu 
melakukan menginginkan yang 
terbaik untuk kesembuhan 
pasien, berjalan sesuai dengan 
apa yang terdapat dalam 
informed consent dan apa yang 
telah kami informasikan 
sebelumnya”. 
Kami sebagai dokter akan 
melakukan yang terbaik untuk 
kesembuhan pasien, berjalan sesuai 
dengan apa yang terdapat dalam 
informed consent dan apa yang telah 
kami informasikan. 
 
  AS “Harapannya itu kita selalu 
berharap untuk kesembuhan 
pasien, setelah dilakukannya 
persetujuan tindakan medis 
terhadap pasien ataupun 
keluarganya itu artinya mereka 
telah menyerahkan semuanya 
kepada dokter untuk dilakukan 
tindakan. 
Setelah persetujuan tindakan medis 
oleh pasien ataupun keluarganya  itu 
berarti mereka telah menyerahkan 
semuanya kepada dokter yang 
bertanggung jawab termasuk harapan 
dan kesembuhan keluarganya. 
 
  HAS “Semua pasien pasti berharap 
untuk kesembuhannya, sesuai 
dengan motto nya rumah sakit 
yaitu kesembuhan pasien adalah 
Jadi harapannya itu sesuai dengan 
motto rumah sakit yaitu kesembuhan 
pasien adalah kebahagiaan kami dan 
kebahagiaan pasien adalah 
kebanggaan kami 
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kebahagiaan kami dan 
kebahagiaan pasien adalah 
kebanggaan kami”. 
  EH “Harapannya semoga apa yang 
dikerjakan sesuai dengan 
prosedur yang ada dan tidak 
ada komplain belakangan”. 
Harapannya semoga yang dilakukan 
sesuai prosedur dan tidak terdapat 
komplain didalamnya. 
 
  PR “Setelah pelaksanaan informed 
consent diharapkan agar pihak 
rumah sakit yaitu dokter 
perawat dan tenaga kesehatan 
lain beserta pasien dan keluarga 
mendapatkan hasil dari masing-
masing persetujuan” 
Setelah pelaksanaan informed 
consent  diharapkan agar pihak  
Rumah sakit yaitu dokter, perawat 
dan tenaga kesehatan lain beserta 
pasien dan keluarganya mendapatkan 
hasil yang baik dari persetujuan 
tersebut. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
A. Wawancara dan kegiatan Informan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Berkas Kelengkapan Tindakan Operasi 
1. Lembar Pemberian Informasi 
 
2. Lembar Informed Consent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lembar Informed Consent 
Tampilan Depan 
  
4. SOP Informed Consent 
Tampilan Depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampilan Belakang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. SK Hak Pasien dan Keluarga dalam Pelayanan 
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